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EDITORIAL

KTT ASEM, Restru_ktur Sistem Keuangan dan Bretton Wood

Hasil ke.*sepz.lkatan yang diambil oleh KTT VII ASEM di Beijing tanggal 25
Oktober 2008, di China yang dihadiri 43 Pemimpin negara. paling tidak memberikan
angin segar baru dan sedikit melegakan kita ditengah tengah kepanikan dunia
terhadap krisis keuangan global yang dimulai dari Amerika dan menular ke seluruh
dunia. Yang membuat kita lega adalah karena salah satu keputusannya adalah
persetuyjuan pemimpin dunia khususnya Eropa dan Asia untuk melakukan
restruktur sistem keuangan dunia. Dalam pernyataan Pemimpin Eropa Asia itu
disebutkan: “Menyetujui melakukan perombakan komprehensif dan efektif terhadap
sistem finansial dan moneter internasional”. Usulan ini sebenarnya sudah pernah
dikemukakan para pemimpin Eropa dan rencananya isu ini akan dibahaslebih
mendalam di Washington pada pertemuan G-20 pada tanggal 15 November 2008
nanti. Dan itulah akar permaslahan krisis sekarang ini. '

Sejauhmana restruktur sistem keuangan dunia dan bagaimana Tespons
Amerika masih perlu ditunggu. Tanpa tekanan yang kuat dari situasi dunia dan
negara Eropa, Asia dan lainnya saya sangat pesimis Amerika bersedia menjalankan
saran KTT ASEM ini. Amerika selama ini diketahui selalu enggan merombak sistem
finansialnya yang dikenal memiliki banyak kelemahan terutama dalam hal
pengawasan karena filosofinya yang sudah mendarah daging yaitu konsep leisses-
faire atau ekonomi pasar bebas yang memang memt ‘rikan pertumbuhan ekonomi
yang tinggi bagi dunia korporasinya namun sebagaimana selalu kita alami adalah
terjadinya fluktuasi dan volatilitas keuangan yang merugikan semua pihak termasuk
dunia lain. Pada saat terjadi “bullish” mereka berpesta pora dan sebaliknya pada
saat terjadi krisis dan instabilitas keuangan maka pemerintah selalu membantu dan
turut campur tangan dengan menggunakan dana Negara seperti yang terjadi
sekarang ini. Menurut catatan jumlah dana publik yang disuntikkan dan disiapkan
untuk mengatasi krisis ini tidak kurang US$ 4 000 milyar (Rp 40.000 trilyun) dengan
rincian: Amerika US$ 1.200, Inggris US$ 700,-, Jerman, US$ 700,- Irlandia, US$ 600,-
Perancis US$ 500,-, Rusia, US$ 200,- Jepang, Korea, China US$ 100,-. Dana ini -
dimaksudkan untuk - menyelamatkan lembaga keuangan, perbankan, dan pasar
modal. Dan tanda tanda positif setelah dana ini dikuncurkan belum terlihat dan para
investorpun masih panik dan dampaknya ke sektor riel sudah m}llai terasa deng@
banyaknya perusahaan menghentikan operasi (bank, peruashaan investasi, otomotfff
textile), meningkatkan pengangguran dan menurunnya ha.rga“ harga kom"dlg
pertambangan dan perkebunan. Apa sesungguhnya konsep perjanjian Bretton Wood
tentang pengaturan sistem keuangan dunia? Mari kita revisit Bretton Woo

Agreement itu.
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Unituk meresponse situasi ini maka salah satu tokoh yang memberikan ide
untuk mengatasi permasalahan ini adalah John Maynard Keynes yang menulis buku
pada tahun 1936 yang berudul ”General Theory of Employ_er{zent, Interest,-and Money”.
Buku yang berani melawan arus yang mengoreksi pemikiran ekonomi bebas yang
menguasai kebijakan ekonomi saat itu yang menurut David Felix adalah: kurs
mengambang yang diterapkan periode itu telah mengundang arus modal yang
abnormal yang tidak dikontrol yang merusak stabilisasi harga komoditi dan
perdagangan internasonal serta terjadinya spekulasi terhadap mata uang. Keadaan
ini persis seperti yang kita alami saat ini. Bagaimana mengatasinya?

Keynes mengusulkan jalan keluar dengan menerapkan campur tangan
pemerintah yang terbatas misalnya menetapkan kurs yang dapat diatur, melakukan
pengawasan Modal (capital control) yang bisa menjamin kegiatan spekulasi
;‘tla"b;ill!itésnglkdan abnormal arus modal yang irrasional yang dapat menghancurkan
cebaga, aia :)nonu yang meruntuhkan wel_ﬁ.zre state. Fungsi Uang jangan dijadikan
i s ka;;ara. spekulan ur}mk meraih keuntungan abnormal yang dapat
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seorang penganut Ke;l:er;.gabdl kepada uang demikian pendapat Robert Skidelsky
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tetapi Dollar ini harus dikontrol deng®"
uang lainnya mengkaitkannya ke US Dollar,
lar setiap ‘saat dapat ditukar dengan ems
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dengan rate yang ditetapkan sat it US$ 35 per ounce. Kesepakatan itu melahirkan
IMF dan Bank Dunia sebagai lembaga yang ditugaskan untuk menjamin stabilitas
keuangan internasional. Kesepakatan inilah yang menjadi benteng inflasi dan
permainan valas dan variasi bunga yang merusak itu. Inilah ide dari Keynes yang
sesungguhnya. Apa hasilnya? Menurut catatan era disebut golden age (1944-1974),
kesejahteraan masyarakat meningkat, volume perdagangan melonjak, gaji naik,
stabilitas ekonomi internasional terjaga.

Perjanjian Bretton Wood .yang bagus itu dibatalkan secara sepihak oleh
Presiden Richard Nixon yang dibantu oleh Paul Volcker (FRB) dan George Shultz
dan William Simon (Menteri Keuangan), pada tahun 1971. Nixon memutuskan
hubungan antara US Dollar dengan Emas. Sistem keuangan dengan elemen modal,
valuta asing dan bunga dibiarkan bebas, kembali pada leisses faire dan akhirnya
spekulasi dan pencarian harta semaunya semakin subur dan dampaknya dapat kita
rasakan. Krisis keuangan berbagai negara muncul: Black Monday, Wall Street 1989,
Mexico 1994, Asia, 1997, Brazil, 1998, Rusia, 1998, Argentina 2000, Venezuela, 2002,
Amerika, Eropa, Asia (Dunia), 2008 sekarang ini. Dari sisi sosial, kesenjangan antara
yang kaya dengan yang miskin semakin melebar, kerusakan lingkungan, global
warming, perubahan iklim yang abnormal, dekadensi moral dan sebagainya menjadi
pengalaman sehari hari. Para spekulan sudah banyak mengantongi keuntungan
sebelumnya dan mereka berteriak dengan kerugian sekarang dan meminta bantuan
dana publik yang dibantu elite politik yang berkuasa. Itulah kezaliman dan
ketidakadilan yang dirasakan oleh rakyat yang lemah ini.

Suara Eropa dan Suara KTT ASEM kembali ke Bretton Wood merupakan
angin segar yang saya yakin akan dimentahkan oleh Amerika pada tanggal 15
November yang akan datang. Salah satu suara yang sudah muncul adalah pendapat
Presiden Bank Dunia Robert B Zoellick kepercayaan Presiden Bush. Dalam
tulisannya di International Herald Tribune tanggal 25 -26 Oktober 2008
menyarankan jalan keluarnya adalah meredifine multilateralism yaitu dengan ide
membangun kerjasama dan intrconnected antar negara. Ide ini sama sekali tidak
cukup dan tidak menyentuh akar permasalahan yang sebenarnya. Ide itu tidak akan
ampuh untuk bisa keluar dari krisis keuangan yang terus menerus dan merugikan
sebahagian besar penduduk bumi hanya karena kelakuan orang yang
dibiarkan/ dilindungi oleh sistem dimana modal, valas dan tingkat bunga dibiarkan
bebas dipermainkan para “koruptor” ekonomi dunia. Ekonomi Islam sudah jauh
jauh menyarankan agar uang tidak boleh dibiarkan dibawah asuhan para kapitalis
dia harus secara sistemik diikat oleh kontrol Emas sebagaimana konsep Keynes dan

Bretton Wood.

Sofyan S. Harahap
Editor of Chief
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INDIKATOR KEMA

JUAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT

. i digma Pemban
S| DI INDONESIA: Implementasi Para : 9unan
EROAES atas Data Makro Ekonomi

Mulyanto | .
Jurusan Ekonomi Pembangunan - Fakultas Ekonomi
Universitas Sebelas Maret

Abstract

The purpose of this study was to identify the macroeconomic variables as an indicator of the
progress of regional development in Indonesia. Using the data of province in Indonesia
covering: (i) Gross Regional Domestic Product (total and without oil and gas), (ii) Human
Development Index, and (iii) Regional Development Index; there were many interesting
implications to construct the regional development policy. From this study, the local leaders
can improve the performance of the regional development by developing the indicators for
measuring the progress of regional development in their regions.

Keywords: Regional Development Index, Indonesia

Pendahuluan

Pembangunan merupakan
proses perubahan sosial menuju
kepada kehidupan masyarakat yang
lebih baik (Moeljarto, 1995: «xi).

Lebih jauh dikatakan bahwa
peradaban manusia tidak akan
mencapai wujudnya yang seka-

rang, apabila tidak terjadi proses
perubahan sosial yang terus-
menerus meskipun dengan inten-
sitas yang bervariasi, pada masa
lalu dan dari waktu ke waktu.
Pengertian lain menyatakan bahwa
pembangunan merupakan upaya
untuk pemenuhan kebutuhan dasar
manusia, baik secara indi-vidu
maupun kelompok, dengan cara-

cara yang tidak menimbulkan
kerusakan, baik terhadap kehidup-
an sosial maupun lingkungan alam

(Johan Galtung (1980) dalam
Lambang Trijono, 2007: 3). Pem-
bangunan dengan makna yang
sangat luas seperti di atas,

diharapkan dapat menjadi motor
penggerak utama terjadinya proses
modernisasi dan perubahan buda-
ya masyarakat ke arah yang lebih
baik.

Dalam perkembangannya,
muncul variasi mengenai makna
dan konsep-konsep pembangunan
yang disertai dengan berbagai
macam indikator untuk mengukur
tingkat keberhasilan/kemajuan-nya.
Pengertian pembangunan dapat
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berbeda dari kultur atau negara
yang satu dengan kultur atau
negara yang lain (culture specific),
dari situasi yang satu ke situasi
yang lain (situation specific), dan
dari periode yang satu ke periode
yang lain (time specific). Oleh
karenanya sangat penting untuk
mengetahui dan mengamati
dinamika pergeseran konsep-
konsep pembangunan dari waktu ke
waktu.

Di lain pihak pemahaman
mengenai indikator keberhasilan
pembangunan juga menjadi se-
makin menarik, dengan melihat
adanya indikator-indikator pem-
bangunan yang sudah mulai
bergeser dari sekedar pendekatan
ekonomi ke pendekatan non-
ekonomi serta ke pendekatan ga-
bungan. Pembangunan juga bukan
hanya terkait dengan masalah nilai
yang sering kali terkait dengan
prinsip pandangan hidup di suatu
masyarakat atau negara, akan tetapi
juga menyangkut masalah pilihan
politik yang akan dianut. Pilihan-
pilihan politik ini selanjutnya akan
mempengaruhi strategi dan
perumusan kebijakan yang akan
diambil  oleh para  penentu
kebijakan, sehingga wacana ke arah
penerapan ekonomi kelembagaan
menjadi bagian yang idealnya tidak
terpisah dalam merumuskan
makna, konsep dan indikator
kemajuan pembangunan.

Pergeseran Makna dan Konsep
Pembangunan, Strategi Pem-

bangunan dan Indikator Kema-
juan Pembangunan Daerah

Makna dan Konsep Pembangunan:
Masalah Perbedaan Persepsi dari
Waktu ke Waktu

Pembangunan sering diru-
muskan sebagai proses perubahan
yang terencana dari satu situasi
nasional yang satu ke situasi
nasional yang lain yang dinilai
lebih tinggi [Saul M. Katz (1971)]
dan menyangkut proses perbaikan
[Dudley Seers (1970)] (Moeljarto,
1995: 3). Batasan pembangunan
yang nampaknya bebas dari kaitan
tata nilai tersebut, di dalam
realitasnya menimbulkan interpre-
tasi yang sering bertentangan satu
dengan yang lainnya, sehingga
mudah menimbulkan salah persep-
si dan multi tafsir. Dengan kata
lain, berdasar latar keahlian yang
berbeda banyak ahli yang meng-
artikan pembangunan menurut
versinya masing-masing. Meier dan
Baldwin dalam (Irawan Kadiman,
2001: 3) misalnya, meng-artikan
pembangunan sebagai suatu proses
multidimensional yang melibatkan
perubahan-perubahan besar dalam

* struktur sosial, sikap-sikap mental

yang sudah terbiasa dan lembaga-
lembaga nasional, termasuk pula
percepatan/akselerasi pertumbuh-
an ekonomi, pengurangan dan
pemberantasan kemiskinan abso- -
lut. Sementara menurut Todaro
(2000: 20), pembangunan harus
mencerminkan  perubahan total
suatu masyarakat atau penyesuai-
an sistem nasional secara keselu-
ruhan, tanpa mengabaikan kera-
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dasar dan
individual maupun
sosial yang
tuk bergerak
kondisi

gaman kebutuhan

keinginan
kclompok-kelompok
ada di dalamnya, un
\aju  menuju  suatu ]
:eh]idupan yang serba leF)l‘h baik,
secara material maupun spiritual.
Konsep Todaro di atas

dikembangkan dari konsep sebe-

lumnya (-tahun 1981-), Yyang
memberi makna pembangunan
sebagai suatu proses perbaikan
kualitas semua segi kehidupan

manusia yang mencakup 3 (tiga)
aspek penting. Pertama, aspek
peningkatan taraf hidup masyara-
kat, melalui proses pertumbuhan
ekonomi. Kedua, aspek penciptaan
kondisi yang mendukung perkem-
bangan harga diri melalui sistem
ekonomi, politik dan sosial yang
mampu mengangkat harkat dan
martabat manusia. Ketiga, aspek
perluasan kebebasan rakyat dalam
memilih melalui daerah pilihan
yang diperlebar, dengan memper-
banyak varitas barang konsumsi
dan jasa yang tersedia (Todaro

(1981) dalam Suyudi Mangun-
wihardjo, 2008: 1).
Terlepas dari  berbagai

permasalahan kurun waktu, baik
sebelum maupun selama dan
sesudah abad ke-21, pembangunan
secara umum diartikan sebagai
suatu proses jangka panjang dalam
Upaya untuk terus meningkatkan
pendapatan nasional per Kkapita
penduduk dan masyarakat menuju
ke.tingkat kesejahteraan yang lebih
baik (Irawan Kadiman, 2001: 3-5).
‘Pada awalnya, tujuan utama
yang ingin dicapai oleh Negara
stkm/Berkembang adalah Pem-

222

bangunan Ekonomi atau pg
buhan Ekonomi, yang me-rupak,
(dua) istilah yang tidak san2
Pertumbuhan adalah perly "ama
belum cukup untuk pem'ba“guna
Pertumbuhan Ekonomi mengacn‘
pada konsep peningkatan Produksu-
suatu negara atau Pen‘dapatal
. . n
Perkapita. Produksi biasa.p,
diukur dengan GNP (Gross Nation:l
Product) atau GNI (Gross Nationg
Income), yang digunakan secay,
bergantian, yang menunjuk-kap,
output total dari barang-barang 4,
jasa-jasa dalam suatu perekono.
mian. Sementara itu Pembangunap
Ekonomi mengacu pada pertum.
buhan ekonomi yang disertaj
dengan perubahan dalam distribusi
output dan perubahan struktur per-
ekonomian. Perubahan-perubahan
ini mungkin mencakup: (i) Per-
baikan secara materi penduduk
miskin yang mencakup setengah
dari jumlah penduduk; (ii) Penu-
runan sumbangan sektor perta-nian
terhadap GNP, yang dikaitkan
dengan peningkatan dalam sum-
bangan sektor industri dan jasa
dalam GNP; (ii) Peningkatan
tingkat pendidikan dan ketrampilan
tenaga kerja, dan (iv) Peningkatan
teknologi secara substansi yang
dikaitkan dengan kondisi khusuS
suatu negara (spesialisasi). Sepert!
halnya  dengan  perkembangal®
seorang anak, pertumbuhan men”
butuhkan suatu penekanan atés
besaran/ukuran kuantitatif (ting8'
atau GNP), dimana pembanguna®
menggam-barkan adanya perhatial
terhadap perubahan dalam tingkat
kemam-puan, seperti kemampua”
me-ngadakan koordinasi secar

l‘tun’L
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fisik dan juga kemampuan untuk
terus belajar, atau kemampuan
ekonomi untuk beradaptasi terha-
dap pergeseran dalam
citarasa/selera  dan  teknologi.
Pembangunan Ekonomi tidak hanya
mengacu pada tingkat perubahan
dalam kesejehteraan ekonomi tetapi
juga menyangkut kualitas tingkat
perubahannya. Antara tahun 1870
dan 1998, Jepang mempunyai
tingkat kecepatan pembangunan
ekonomi yang baik. Tingkat
pertumbuhan GNP riil sekitar 2,6%
per tahun, dan juga ada inovasi
teknologi  secara substansial,
peningkatan dalam distribusi pen-
dapatan nasional, dan juga
penurunan di dalam sumbangan
angkatan kerja pada sektor per-
tanian. Jepang juga mempunyai
tingkat pembangunan ekonomi
yang tinggi yang ditunjukkan leh
besarnya nilai GNI / Kapita atas
dasar harga berlaku pada 2003
sebesar $ 34.510, menempati urutan
4 (empat) besar negara-negara
terkaya di Dunia. Indikasi ukuran
lainnya yaitu banyak penduduk
Jepang yang makmur dan mem-
punyai tempat tinggal, berada
dalam tingkat kesehatan yang baik,
dan dengan tingkat pendidikan
yang tinggi, serta hanya sedikit
penduduk Jepang yang masuk
dalam kategori miskin (Nafziger,
2006: 15-20).

Dari berbagai uraian di
atas, secara umum rentangan per-
bedaan mengenai konsep dan
makna pembangunan antara lain
menyangkut pokok permasalahan-
permasalahan  sebagai  berikut

(Moeljarto, 1995: 3-4 dan Arief
Budiman, 2000: 1-2):
a. Hakekat nilai pembangunan

yang harus dicapai (-indikator
ekonomi klasik versus indikator
non-ekonomi-),

b. Perbedaan persepsi tentang ha-
kekat proses pembangunan itu
sendiri - teori konflik versus
teori keseimbangan/ ekulibrium

c. Perbedaan pendapat mengenai
penahapan dan jalur pem-
bangunan  (-unlinear  versus
linear dan necessity model versus
possibility model-),

d. Perbedaan persepsi tentang
hubungan antar bangsa di
dalam proses pembangunan
(dependency model versus
difusionism), _

e. Perbedaan pandangan tentang
keseimbangan antara manusia
dengan lingkungan hidupnya
(limit to growth versus models of
doom),

f. Perbedaan pandangan tentang
pemilikan faktor produksi (capi-
talist mode of production versus .
socialist mode of production),

g. Perbedaan dalam strategi
pembangunan (pertanian versus
industri, big push strategy versus
unbalanced growth strategy),

h. Dan sebagainya.

Strategi Pembangunan

Setelah Perang Dunia 11,
banyak Negara Sedang Berkembang
(NSB) melakukan pembangunan di
negaranya. Tujuannya jelas yaitu
untuk mengejar ketertinggalannya
dengan negara yang lain. Strategi
yang ditempuh juga bermacam-
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secara umum dapat
dalam 3 (tiga)
(Moeljarto, 1995
dalam Gunawan
2007: 19-30): (i)
n Berorientasi

macam, Yyang
dikategorikan ke
kelompok, yaitu
32-6 dan juga
Sumodiningrat,
Model Pembanguna

pada Pertumbuhan; (ii). Model
Pembangunan Berorientasi pada
Kebutuhan Dasar atau
Kesejahteraan; dan (iii) Model

Pembanguan  Berorientasi pada
Manusia. Gambaran perbedaan
dalam ketiga pendekatan ini, secara
umum dapat dilihat pada Tabel 1.

a. Model Pembangunan Berorientasi
pada Pertumbuhan

Dalam model ini, tujuan
pembangunan dipandang sebagai
pertumbuhan ekonomi dalam arti
sempit, yaitu menyangkut
penggunaan atau kapasitas ekonomi
dalam menghasilkan pening-katan
GNP (Gross National Product) per
tahun dalam kisaran angka 5%
sampai 7% atau lebih. Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Dekade
Pembangunan Pertama (1960-1970)
meman-dang ‘pembangunan’ dalam
arti mencapai angka pertumbuhan
GNP per tahun sebesar 6%. Guna
mencapai angka  pertumbuhan
ekonomi yang tinggi, maka
pemilihan struktur produksi dan
kesempatan kerja yang terencana

guna meningkatkan proporsi.

industri jasa dan manufaktur, serta
mengurangi porsi sektor pertanian
secara seimbang, tidak dapat
dihindari. Karena proses
pembangunan terpusat pada
produksi, sedang penghapusan
kemiskinan, penganggguran dan
ketimpangan menduduki urutan

224

kedua, terutama melalyj Kon
Se

trikle-down effect’?) (Moeljarto, 14 p
32). k&

Dua teori Dbesar yan
mewarnai strategi pembangunag
yang berorientasi padn
pertumbuhan,  khususnya pada
masa setelah Perang Dunia 7y C
sebagaimana yang bany,
diterapkan di berbagai Negara.)
adalah Teori Rostow mengepy;
Tahap-Tahap Pertumbuhan dalap

Pembangunan Ekonomi?) dan Teor

1Trikle-Down  Effect yang awalnya
diyakini  terjadi  seiring  dengan
terbentuknya akumulasi kapital
nasional ternyata tidak berjalan,
Dengan kata lain, di satu sisi

pendekatan ini meningkatkan
konsentrasi kapital, di sisi lain
menciptakan marginalisasi, baik

marginalisasi Desa oleh Kota maupun
marginalisasi Penduduk Miskin oleh
Penduduk Kaya. Kondisi inilah yang
kemudian menciptakan konsep
ketimpangan atau kesenjangan, dimana
kesenjangan akan terjadi jika 20%

penduduk yang  tergolong kaya
menerima 50% atau lebih dari GNP

(Sri-Edi Swasono, 2008a: 21).

Tahap-tahap pembangunan yang
diperkenalkan oleh Rostow, antara lain
mencakup 5 (lima) tahap, yaitu: (i)
Tahap Masyarakat Tradisional, (ii)
Tahap - Prakondisi untuk Tinggal
Landas Menuju Pertumbuhan yang
Berkesinambungan; (iii) Tahap Tinggal
Landas; (iv) Tahap Menuju Masyarakat
Dewasa; serta (v) Tahap Masa
Konsumsi Tinggi. Buku-buku teks
ekonomi pembangunan sering
mengungkapkan penjelasan-dari kelima
tahap ini, yang antara lain dapat
ditemukan di Lincolin Arsyad (1999),
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Harrod-Domar mengenai Pertum-
buhan Ekonomi. Dalam konsep
Rostow, tahap kritis bagi Negara
Sedang Berkembang (NSB) adalah
‘tahap tinggal landas’ dimana
masyarakat yang sedang berkem-
bang akan bertransformasi menuju
masyarakat  maju.  Selanjutnya
Rostow berpendapat bahwa salah
satu prinsip yang perlu dijalankan
dalam tahapan ini adalah mobilisasi
tabungan domestik dan tabungan
luar negeri, guna menghasilkan
investasi yang cukup untuk
meningkatkan pertumbuhan eko-
nomi (Todaro (1994) dalam
Gunawan Sumodiningrat, 2007: 19-
20).

Uraian Rostow mengenai
investasi diperdalam dalam Teori
Harrod-Domar mengenai pertum-
buhan ekonomi. Saran dari Harrod-
Domar yaitu agar perekonomian
dapat tumbuh, suatu perekonomian
harus memiliki tabungan dan
investasi dalam proporsi tertentu
terhadap GNP. Makin besar ta-
bungan dan investasi, makin cepat
perekonomian tumbuh (Todaro
(1994 dalam Gunawan Sumodi-
ningrat, 2007: 20).

b. Model Pembangunan Berorientasi
pada Kebutuhan Dasar atau
Kesejahteraan

Model ini muncul untuk
mengoreksi beberapa kekurangan
dari model pembangunan yang
berorientasi pada pertumbuhan.

Fokus atau sasaran dari model

Mudrajad Kuncoro (1997), Nafziger, E.

Wayne (2006), Sadono Sukirno (2006)
dan sebagianya.

pembangunan ini adalah bagian

penduduk miskin di Negara Sedang

Berkembang (NSB), dan menan-

daskan bahwa masalah kemiskinan

di NSB pada dasarnya bukanlah

merupakan kemubaziran ekonomi

perse, akan tetapi pada hakekatnya
merupakan pengalaman kerja keras
dan tidak produktif selama berjam-
jam dalam rangka membiayai
kehidupan subsistensi dan marginal
dari penduduk miskin. Jadi
problem utamanya adalah meng-
upayakan peningkatan kualitas/
mutu kerja mereka lebih dari pada
kuantitas/jumlah jam kerjanya. Di
samping itu, program kesejahteraan
atau bantuan bagi orang yang
sangat miskin melalui pemenuhan
kebutuhan dasar, mencakup tidak
hanya kesempatan dalam memper-
oleh penghasilan, tetapi juga ekses
dari pelayanan publik, seperti
pendidikan, kesehatan, air bersih,
transportasi umum dan sebagainya.

Dengan demikian, model ini men-

coba memecahkan masalah kemis-

kinan secara langsung, dan tidak
semata-mata ° hanya melalui
mekanisme  ’trikle-down  effect’

(Moeljarto, 1995: 33).

"Argumentasi model kebu-
tuhan dasar atau kesejahteraan,
sebagaimana yang telah dinyatakan
oleh Paul Streeten (1979) dan juga
S.J. Burki dan Mahbub Ul Hagq
(1981) adalah sebagai berikut
(Moeljarto, 1995: 33-4):

1) Banyak kaum miskin yang tidak
memiliki aset produktif selain
kekuatan fisik mereka, ke-
inginan kerja mereka dan inte-
ligensi dasar mereka. Pemeli-
haraan aset tersebut tergantung

225

Scanned by CamScanner



Media Ekonomi Vol. 14, No. 3, Desember 2008

pada peningkatan akses tlfepaec::
pelayanan pub¥1k seperti I;\ ]
didikan, pemeliharaan 1.<ese at
an, dan penyediaan air pada
umumnya.

2) Peningkatan pendfr.lpatan ka}um
miskin boleh jadi tidak mening-
katkan standar hidup mereka
kalau barang-barang dan jasa
yang cocok dengan kebutuhan
dan tigkat pendapatan mereka
tidak tersedia.

3) Peningkatan standar hidup
golongan termiskin dari yang
miskin melalui peningkatan
produktivitas mereka memerlu-
kan waktu yang sangat lama,
dan dalam porsi tertentu karena
satu dan lain hal, mereka tetap
tidak dapat bekerja. Paling tidak
adanya program subsidi jangka
pendek, dan barang kali pro-
gram subsidi permanen, diper-
lukan agar rakyat mendapat
bagian dari hasil-hasil pem-
bangunan.

Dengan dirumuskannya
model pembangunan pada periode
1970-an yang ditujukan untuk
mengurangi kemiskinan, ketidak-
merataan, dan pengangguran;
mengilhami Todaro untuk meru-
muskan kembalj makna/arti pem-
banguna.n. Dalam kaitan inj, Todaro
mengartikan pembangunan ekono-

mi sebagai proses multid

. imensional
yang melibatkan

: perubahan gtryk-
tur _Sosial, perilaky sosial, dap
Institusj nasional, selain ’ ju
akselerasi Pertumbuhap ekonza o
Pe€ngangguran dan Pemberan- o
k?mlskinan (Gunawapn
ningrat, 2007- 21-2).

tasan
Sumodj-
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c¢. Model Pembangunan Berorj
pada Manusia

Model pembangunap
berpusat pada insan/manusi,
wawasan lebih jauh dari ge
angka pertumbuhan GNP atay
pengadaan pelayanan sosial. pq_
ningkatan perkembangan Manusj,
dan kesejahteraan manusia, per-
samaan dan sustainability manusj,
menjadi fokus sentral proses pPem-
bangunan, pelaksana pembanguyp.
an yang menentukan tujuan,
sumber-sumber pengawasan da
untuk mengarahkan proses-proseg
yang mempengaruhi kehidupan
mereka (Gran (1983) dalam
Moeljarto, 1995: 35).

Perspektif baru pem-
bangunan tersebut memberikan
peranan khusus kepada Pemerin-
tah, yang jelas berbeda dengan
peranan pemerintah pada 2 (dua)

€ntas;

inj
’ ber-

model yang terdahulu. Peranan
peme-rintah dalam model inj
adalah menciptakan lingkungan

sosial yang memungkinkan untuk
berkembang, yang sekaligus dapat
mendorong perkembangan manu-
sia dan aktualisasi manusia secara
lebih besar. Pembentukan jaringan
organisasi informal dan arus komu-
nikasi pada kebutuhan dan variasi
lokal (daerah) merupakan peleng-
kap dari sistem komando yang lebih
formal. Dan hal inj sangat
tergantung pada inisiatif rakyat
untuk  berkreasi pada sumber-
sumber informasi yang ada.

Model pembangunan yang

b?,r orientasi pada manusia sering
gustilahkan dengan model pem-

erdayaan (empowerment). Model ini
Muncul dengan 2 (dua) premis
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mayor, yaitu kegagalan dan
harapan. Premis mayor kegagalan,
mengandung maksud mengenai
gagalnya model-model pem-
bangunan ekonomi dalam menang-
gulangi masalah kemiskinan dan
lingkungan yang berkelanjutan.
Sedang Premis mayor harapan,
mengandung maksud adanya alter-
natif pembangunan yang me-
masukkan nilai-nilai demokrasi,
persamaan gender, persamaan antar
generasi, dan pertumbuhan
ekonomi secara memadai. Ke-
gagalan dan harapan ini bukan
merupakan alat ukur ilmu-ilmu
sosial, melainkan cerminan nilai-
nilai normatif dan moral yang
terasa sangat nyata di tingkat
individu dan masyarakat. Dengan
demikian, pemberdayaan masyara-
kat pada hakekatnya adalah nilai
kolektif pemberdayaan individual
(Gunawan Sumodiningrat, 2007: 27-
8).

Indikator Kemajuan Pembangunan

Daerah

Untuk menghasilkan suatu
perencanaan yang lebih baik diper-
lukan dukungan sistem informasi
yang relevan, serta dibutuhkan
pengetahuan tentang indikator-
indikator pembangunan dari hasil
pembangunan itu sendiri. Penyu-
sunan indikator-indikator pem-
bangunan dapat dilakukan dari
berbagai pendekatan dan kepen-
tingan, yang antara lain berupa
pendekatan menurut bidang pem-
bangunan, menurut sektor-sektor
pembangunan dan juga menurut

kepentingan yang lain. Badan
Perencanaan Daerah pada bebera-pa
waktu yang lalu menggunakan
indikator pembangunan yang
dikategorikan ke dalam indikator
bidang ekonomi, indikator sosial,
dan indikator fisik prasarana
(BAPEDA Kabupaten Klaten, 2004).

Saat ini  dikembangkan
indikator-indikator lain yang cukup
luas, yang tidak sekedar indikator
PDB/PDRB, namun sudah menca-
kup dimensi dan aspek lain selain
faktor ekonomi. Indikator-indikator
tersebut secara umum terbagi
menjadi 2 (dua) macam, yaitu: (i)
Indikator yang mencakup hasil
interaksi dari berbagai faktor
ekonomi, sosial, dan politik dalam
suatu pola normal atau pola
optimal; dan (ii) Indikator yang
menangkap kuali-tas hidup. Pada
bagian berikut akan dijabarkan
secara rinci mengenai indikator-
indikator =~ pem-bangunan yang
disarikan dari Todaro (2000) dan
Kahlil Rowter (1996).

Indikator

Kemajuan Pem-
bangunan Propinsi
Indikator Ekonomi
Hasil pembangunan daerah
biasanya diukur dengan nilai

Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB). Dalam konteks provinsi,
biasanya dipublikasikan 2 (dua)
besaran PDRB, yaitu: (i) PDRB Total
(Migas dan Non-Migas); dan (ii)
PDRB Tanpa Migas.
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a. Total PDRB (Migas dan Non-Migas)

Total PDRB [Migas dan
Non-Migas] sebagai salah Zattu
indikator ekonomi untuk ata

rovinsi di Indonesia selama tahun
5000, 2002 dan 2004 menunjukkan
perkembangan yang cukup tingg!.
Total PDRB seluruh provinsi di
Indonesia yang pada tahun .2.000
hanya sebesar Rp 1.389,7? t1:111un,
pada tahun 2002 menjadi Rp
1.506,12 triliun; serta pada tahun
2004 telah meningkat menjadi Rp
1.660,58 triliun. Bila dilihat dari
besaran Standar Deviasi (SD) dari
kurun waktu 2000 ke 2004 relatif
mengalami peningkatan, yaitu dari
sekitar Rp 62,42 triliun menjadi Rp
74,75 triliun. Hal ini menandakan
bahwa tingkat penyimpangan ter-
hadap reratanya semakin mening-
kat. Secara umum rerata PDRB
provinsi di Indonesia juga meng-
alami peningkatan dari Rp 45,29
triliun (2000) menjadi Rp 48,99
triliun (2002), serta menjadi Rp
53,58 triliun (2004).

1) Peringkat Terbesar dan Terkecil

Jika dilihat dari peringkat 5
(lima) terbesar Total PDRB pada
tahun 2004, dapat dilihat bahwa 4
(empat) provinsi di ahtaranya
berada di Pulay Jawa, yaitu: (i) DKI
]A.KARTA, sebesar Rp 27915
triliun; (ii) JAWA TIMUR, sebesar
Rp 242,17 triliun; (iii) JAWA
BARAT, sebesar Rp 232,18 triliun;
dan (iv) JAWA TENGAH sebes :
Rp'135,79 triliun, Sedan,g untallc-
peringkat kelima berada (i lul;r

Pulau Jawa, Yaitu: Provingij RIAU
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sebesar Rp 104,66 trilun. yj
peringkat 5 (lima) terkeci] adalap,
(i) BANGKA BELI-TUNG, sebeg,.
Rp 7,01 triliun; (ii) BENGKUL{?
sebesar Rp 5,89  triliun; (1li'
MALUKU, sebesar Rp 3,10 triliun).
(iv) MALUKU UTARA, sebesa, N
2,13 triliun; dan (v) GORONTAL(?
sebesar Rp 1,89 triliun. ’

ntuk

2) Status Perkembangan PDRB Tty

Status perkembangan Ppgp
Total pada tahun 2004 yang dibag;
ke dalam 4 (empat) kuadran, yaity;
(i) Kuadran 1: Nilai terhadap Reraty
Nasional dan Daya Tumbyp
Rendah; (i) Kuadran 2: Nilaj
terhadap Rerata Nasional Tinggi,
Daya Tumbuh Rendah; (i)
Kuandran 3: Nilai terhadap Rerata
Nasional Rendah, Daya Tumbuh
Tinggi; dan (iv) Kuadran 4: Nilai
terhadap Rerata Nasional dan Daya
Tumbuh Tinggi; dapat dilihat
bahwa SUMATERA UTARA, DKI
JAKARTA, JAWA TENGAH, JAWA
TIMUR, dan BANTEN termasuk
dalam satu kelompok di Kuadran 4
Sedang NANGGROE  ACEH
DARUSSALAM, SUMATERA
SELATAN, BANGKA BELITUNG
DI YOGYAKARTA, BALI KAL:
MANTAN BARAT, KALIMANTAN
TENGAH, KALIMANTAN SELA-
TAN, SULAWESI UTARA, MALU
KU, ~MALUKU UTARA, "
PAPUA; masuk dalam s
kelompok di Kuadran 1. Gambara®
selengkapnya dapat dilihat pa%
Tabel 2,
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b) PDRB Tanpa Migas

PDRB Tanpa Migas sebagai
salah satu indikator eko-nomi untuk
data provinsi di Indonesia selama
tahun 2000, 2002 dan 2004 atas
dasar  harga konstan 2000,
menunjukkan perkembangan yang
cukup tinggi. Total PDRB Tanpa
Migas seluruh provinsi di Indonesia
yang pada tahun 2000 hanya
sebesar Rp 1.218,33 triliun, pada
tahun 2002 menjadi Rp 1.345,81
triliun; serta pada tahun 2004 telah
meningkat men-jadi Rp 1.511,76
triliun. Bila dilihat dari besaran
Standar Deviasi (SD) dari kurun
waktu 2000 ke 2004 relatif
mengalami peningkatan, yaitu dari
sekitar Rp 59,40 triliun menjadi Rp
72,05 triliun. Hal ini menandakan
bahwa tingkat penyimpangan ter-
hadap reratanya semakin mening-
kat. Secara umum rerata PDRB
Tanpa Migas provinsi di Indonesia
juga mengalami peningkatan dari
Rp 39,72 triliun (2000) menjadi Rp
43,35 triliun (2002), serta menjadi
Rp 48,09 triliun (2004).

1) Peringkat Terbesar dan Terkecil

Jika dilihat dari peringkat 5
(lima) terbesar Total PDRB pada
tahun 2004, dapat dilihat bahwa 4
(empat) provinsi di antaranya
berada di Pulau Jawa, yaitu: (i) DKI
JAKARTA, sebesar Rp 278,16
triliun; (ii) JAWA TIMUR, sebesar
Rp 241,56 triliun; (iii) JAWA
BARAT, sebesar Rp 213,75 triliun;
dan (iv) JAWA TENGAH, sebesar
Rp 127,21 triliun. Sedang untuk
peringkat kelima berada di luar

Pulau  Jawa, vyaitu: Provinsi

SUMATERA UTARA, sebesar Rp
82,68 trilun (-untuk Total PDRB
diduduki oleh Provinsi Riau-). Hal
ini menjadi pertanda bahwa peran
sektor Migas di Provinsi Riau
sangat berpegaruh bagi pereko-
nomian wilayah. Untuk peringkat 5
(lima) terkecil adalah: (i) BANGKA
BELITUNG, sebesar Rp 7,01 triliun;
(i) BENGKULU, sebesar Rp 5,89
triliun; (iii) MALUKU, sebesar Rp
3,09 triliun; (iv) MALUKU UTARA,
sebesar Rp 2,13 triliun; dan (v)

GORONTALO, sebesar Rp 1,89

triliun.

2) Status Perkembangan PDRB
Tanpa Migas

Status perkembangan PDRB
Tanpa Migas pada tahun 2004 yang
dibagi ke dalam 4 kuadran, yaitu:
(i) Kuadran 1: Nilai terhadap Rerata
Nasional dan Daya  Tumbuh
Rendah; (ii) Kwuadran 2: Nilai
terhadap Rerata Nasional Tinggi,
Daya Tumbuh  Rendah;  (iii)
Kuandran 3: Nilai terhadap Rerata
Nasional Rendah, Daya Tumbuh
Tinggi; dan (iv) Kuadran 4: Nilai
terhadap Rerata Nasional dan Daya
Tumbuh Tinggi; dapat dilihat
bahwa hanya Provinsi RIAU saja
yang termasuk dalam kelompok di
Kuadran 4. Sedang NANGGROE
ACEH DARUSSALAM, SUMATE-
RA BARAT, SUMATERA SELA-
TAN, BENGKULU, LAMPUNG,
BANGKA BELITUNG, DI YOGYA-
KARTA, BALI, NUSA TENGGARA
BARAT, NUSA TENGGARA TI-
MUR, KALIMANTAN BARAT,
KALIMANTAN TENGAH, KALI-
MANTAN SELATAN, SULAWESI
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LATAN,
WESI SEL

ITARA, SULA = . dan
‘EJ\IUKU MALUKU dUllﬂ/l\‘:Z/\ g
PAPUA; masuk 'n an beran
kelompok di Kuadran l:' ﬂl e
selengkapnya dapat dilihat p
Tabel 3.
Indikator Gabungan

indikator

Implementasi

ang akan
gabungan y
bagian ini, secara umum akan

dibagi dalam 2 bagian, yaitu
indikator gabungan Yyang beru}?a
Indeks Pembangunan  Manusia
(IPM) dan indikator gabungan yang
berupa  Indeks Pembangunan
Daerah (IPD).

a. Indeks Pembanguan Manusia (IPM)

IPM sebagai salah satu
indikator gabungan untuk data

dibahas pada

provinsi di Indonesia selama tahun

1999, 2002 dan 2005, menunjukkan
perkembangan yang cukup tinggi.
Nilai IPM di Indonesia yang pada
tahun 1999 sebesar 64,30, pada
tahun 2002 menjadi 65,80; serta
pada tahun 2005 telah meningkat
menjadi 68,70. Bila dilihat dari
besaran Standar Deviasi (SD) dari
kurun waktu 1999 ke 2005 relatif
mengalami penurunan, yaitu dari
sekitar 3,58 menjadi 3,48. Hal ini
menandakan bahwa tingkat

penyimpangan terhadap reratanya

semakin menurun, Secara

: umum
rerata IPM di Indonesia juga
mengalami peningkatan dari 64,40

(1999) menjadi 66,15
R ’ 2002 "
menjadi 68,36 (2005), ( ), serta

1) Peringkat Terbesar dap, Tery
Qcil

Jika dilihat darj pe
(lima) terbesar nilai [PM
2005, vyaitu: (i) DKI
sebesar  75.80;  (ii) SU
UTARA, sebesar 734, (i
YOGYA-KARTA, sebesar 72.90. pl
RIAU, sebesar 72.20; dan’(l\/)
KALIMANTAN TIMUR, seh (v)
72.20. Untuk peringkat g5 (liesar
dengan nilai IPM terkecil ada]ah{"é)
SULAWESI BARAT, sebesar 64.48),
(ii) IRIAN JAYA BARAT, Sebe.sa'
63.70; (iii) NUSA TENGGAR A’.
TIMUR, sebesar 62.70; (iv) PAPU,
sebesar 60.90; dan (v) NUSA’
TENGGARA BARAT, sebesar 60.60

2) Status Perkembangan IPM

Status perkembangan [py
pada tahun 2004 yang dibagi
dalam 4 (empat) kuadran, yaitu: (j
Kuadran 1: Nilai terhadap Rerat
Nasional dan Daya  Tumbuh
Rendah; (ii) Kuadran 2: Nili
terhadap Rerata Nasional Tinggi,
Daya  Tumbuh  Rendah; (i
Kuandran 3: Nilai terhadap Rerata
Nasional Rendah, Daya Tumbuh
Tinggi; dan (iv) Kuadran 4: Nilai
terhadap Rerata Nasional dan Daya
Tumbuh Tinggi; dapat dilihat
bahwa SUMATERA BARAT, RIAU

JAMBI, SUMATERA SELATAN
BENGKULU, BANGKA  BELF
TUNG, dan JAWA  BARAL

termasuk dalam satu kelompok di
Kuadran 4. Sedang JAWA TIMUR
BANTEN, NUSA TENGGARA
TIMUR, KALI-MANTAN BARAT
KALIMANTAN SELATAN, SUL¥
WESI  SELATAN, SULAWE
TENGGARA, GORONTALO
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MALUKU UTARA, dan PAPUA;
masuk dalam satu kelompok di
Kuadran 1. Gambaran selengkap-
nya dapat dilihat pada Tabel 4.

b. Indeks Pembanguan Daerah (IPD)

IPD sebagai salah satu
indikator gabungan untuk data
provinsi di Indonesia selama tahun
1994, 1996 dan 1998, menunjukkan
perkembangan yang cukup
bervariasi. Nilai IPD di Indonesia
yang pada tahun 1994 sebesar
4,5678 pada tahun 1996 menjadi
sebesar 4,7316; pada tahun 1998
turun menjadi 4,6149. Bila dilihat
dari besaran Standar Deviasi (SD)
dari kurun waktu 1994 ke 1998
relatif mengalami penurunan, yaitu
dari sekitar 0,5988 menjadi 0,5131.
Hal ini menandakan bahwa tingkat
penyimpangan terhadap reratanya
semakin menurun, walaupun pada

tahun 1996 justru meningkat
(sebesar 0,6328). Secara umum
rerata IPD di Indonesia juga

bervariasi dari sebesar 4,5678 (1994)
menjadi 4,7316 (1996), serta menjadi
4,6149 (1998).

1) Peringkat Terbesar dan Terkecil

Jika dilihat dari peringkat 5
(lima) terbesar nilai IPD pada tahun
1998, yaitu: (i) DKI JAKARTA,
sebesar 6.2800; (ii) BALI, sebesar
5.7618; (iii) DI YOGYAKARTA,
sebesar 5.5018; (iv) BENGKULU,
sebesar 4.7831; dan (v) SULAWESI
TENGGARA, sebesar 4.7640. Untuk
peringkat 5 (lima) dengan nilai IPD
terkecil adalah: (i) JAMBI, sebesar
4.1975; (ii) MALUKU, sebesar

4.1761; (iii) JAWA BARAT, sebesar
4.1376; (iii) NUSA TENGGARA
TIMUR, sebesar 4.1260, dan (v)
PAPUA, sebesar 4.0951.

2) Status Perkembangan IPD

Status perkembangan IPD
pada tahun 1998 yang dibagi ke
dalam 4 (empat) kuadran, yaitu: (i)
Kuadran 1: Nilai terhadap Rerata
Nasional dan Daya Tumbuh
Rendah; (ii) Kuadran 2: Nilai
terhadap Rerata Nasional Tinggi,
Daya Tumbuh Rendah; (iii)
Kuandran 3: Nilai terhadap Rerata
Nasional Rendah, Daya Tumbuh
Tinggi; dan (iv) Kuadran 4: Nilai
terhadap Rerata Nasional dan Daya

Tumbuh Tinggi; dapat dilihat
bahwa SULAWESI UTARA,
SULAWESI SELATAN, dan

SULAWESI TENG-GARA; termasuk
dalam satu kelompok di Kuadran 4.
Sedang RIAU, JAMBI, JAWA
BARAT, NUSA TENGGARA
TIMUR, MALUKU, dan PAPUA;
masuk dalam satu kelompok di

Kuadran 1. Gambaran selengkapnya
dapat dilihat pada Tabel 5.

PENUTUP
Simpulan

Berdasar pada pembahasan

di atas, beberapa kesimpulan yang

dapat ditarik adalah sebagai

berikut:

a. Banyak definisi/pengertian me-
ngenai konsep pembangunan.
Dalam perkembangannya, mun-
cul variasi mengenai makna dan
konsep-konsep ~ pembangunan
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rtai dengan berbagaj
dikator untuk meng

yang dise
keberhasilan/

macam in

i t
ukur  tingka . o
kemajuannya. Pengertian P

bangunan dapat berbeda daatrul
kultur atau negara yang S

dengan kultur atau negara yang

. st
lain (culture specific), dari sntua.
yang lain

ang satu ke situasi !
{situ%ztion specific), dan .dilrl
periode yang satu _k‘e periode
yang lain (time-specific). Secara
umum rentangan perbedaan
mengenai konsep dan makna
pembangunan antara lain me-
nyangkut pokok permasalahan-.
permasalahan: (i) Hakekat nilai
pembangunan  yang  harus
dicapai; (ii) Perbedaan persepsi
tentang hakekat proses pem-
bangunan itu sendiri; (iii)
Perbedaan pendapat mengenai
penahapan dan jalur pem-
bangunan; (iv) Perbedaan per-
sepsi tentang hubungan antar
bangsa di dalam proses pem-
bangunan; (v) Perbedaan pan-
dangan tentang keseimbangan
antara manusia dengan ling-
kungan hidupnya; (vi) Perbeda-
an pandangan tentang pemilik-
an faktor produksi; dan (vii)

Perbedaan  dalam strategi
pembangunan,
Strategi/model pembangunan

yang ditempuh oleh berbagai
negara, khusnya oleh Negara
Sedang Berkembang (NSB)
dalam melaksanakan program-
pProgram Pembangunan secara
::um da;?at dikategorikan ke
0 am 3 (tiga) kelompok, yaitu:
o Mod’el Pembangunan

Orientasi pada Pertumbyhan:

(ii) Model Pembangunap, Be
entasi pada Kebutuhay Dmri'
atau Kesejahteraan; ¢, a?r
Model Pembanguan Bergy; (i

pada Manusia. ®Ntay;
Implementasi  atas Kong,
pembangunan dengan ber, P
macam indikator kemajugaa,t

pembangunan yang selam, ini
dipakai masih dominan Pad;
aspek-aspek yang terkyy,
dengan  masalah  ekono.p;
seperti ukuran Produk Domegt;y
Regional Bruto (PDRB), PDRB
Perkapita, Pendapatan Ag
Daerah (PAD), Dana Alokag;
Umum (DAU) dan sebagainya,
Sementara indikator yang
bersifat non-ekonomi, seperti
indikator sosial dan fisik
prasarana serta indikator yang
sifatnya gabungan belum
banyak dijadikan pengkajian
dan based-data secara baik.
Indikator ekonomi yang menjadi
ukuran untuk melihat prestasi
atau hasil-hasil pembangunan
daerah yang berupa: (i) Produk
Domestik Regional  Bruto
(PDRB) Total (dengan Migas
dan  Non-Migas), dan (i
Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB) Tanpa Migas; jika
dikaitkan dengan besaran yang -
ada pada masing-masing daerah
menjadi menarik. Beberapa yané
dipandang menarik tersebt!
dapat  dijabarkan  sebag?®
berikut:

1) Untuk PDRB Total (deng?®
Migas  dan Non-Migas)
harga konstan 2000 pad?
tahun 2004, jika dilihat d2"
peringkat 5 (lima) terbesa’
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nya, 4 (empat) provinsi di
antaranya berada di Pulau
Jawa, yaitu: (i) DKI
JAKARTA, sebesar Rp 279,15
triliun; (ii) JAWA TIMUR,
sebesar Rp 242,17 triliun;
(iii) JAWA BARAT, sebesar
Rp 232,18 triliun; dan (iv)
JAWA TENGAH, sebesar Rp
135,79 triliun. Sedang untuk
peringkat kelima berada di
luar Pulau Jawa, vyaitu:
Provinsi RIAU, sebesar Rp
104,66 trilun. Sedang untuk
peringkat 5 (lima) terkecil
adalah: (i) BANGKA
BELITUNG, sebesar Rp 7,01
triliun; (ii) BENGKULU,
sebesar Rp 5,89 triliun; (iii)
MALUKU, sebesar Rp 3,10

triliun; (iv) MALUKU
UTARA, sebesar Rp 2,13
triliun; " dan (v)

GORONTALO, sebesar Rp
1,89 triliun. Sementara itu,
dengan memadukan antara
nilai rerata dan laju
pertumbuhan dari Total
PDRB di Indonesia, provinsi
yang mempunyai kategori
NILAI RERATA TERHADAP
NASIONAL DAN LAJU
PERTUMBUHAN
KATEGORI TINGGI pada
tahun 2004, adalah; (i)
SUMATERA UTARA; (ii)
DKI JAKARTA; (iii) JAWA
TENGAH,; (iv) JAWA
TIMUR; dan (v) BANTEN.
Untuk PDRB Tanpa Migas
harga konstan 2000 pada
tahun 2004, jika dilihat dari
peringkat 5 (lima) terbesar-
nya 4 (empat) provinsi di

antaranya berada di Pulau
Jawa,  yaitu: (i) DKI
JAKARTA, sebesar Rp 278,16
triliun; (ii) JAWA TIMUR,
sebesar Rp 241,56 triliun;
(iii) JAWA BARAT, sebesar
Rp 213,75 triliun; dan (iv)
JAWA TENGAH, sebesar Rp
127,21 triliun. Sedang untuk
peringkat kelima berada di
luar Pulau Jawa, yaitu:
Provinsi SUMATERA
UTARA, sebesar Rp 82,68
trilun (-untuk Total PDRB
diduduki oleh  Provinsi
Riau-). Hal ini menjadi
pertanda bahwa  peran
sektor Migas di Provinsi
Riau sangat berpegaruh bagi
perekonomian wilayah.
Sementara itu, untuk
peringkat 5 (lima) terkecil
adalah: (i) BANGKA
BELITUNG, sebesar Rp 7,01
triliun; (ii) BENGKULU,
sebesar Rp 5,89 triliun; (iii)
MALUKU, sebesar Rp 3,09
triliun; (iv) MALUKU
UTARA, sebesar Rp 2,13
triliun; dan (v)
GORONTALO, sebesar Rp
1,89 triliun. Di lain pihak,
dengan memadukan antara
nilai rerata dan laju
pertumbuhan dari PDRB
Tanpa Migas, provinsi yang
mempunyai kategori NILAI
RERATA TERHADAP NASI-
ONAL DAN LAJU
PERTUMBUHAN
KATEGORI TINGGI pada
tahun 2004, adalah Provinsi
RIAU.
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an

ndikator  gabungat e

menjﬂdl ukuran . il em-

restasi atau hasil-hasi p :
gangunall daerah berupa: (.l)

Indeks Pemba-ngunan Manusia

ii} Indeks Pem-

arM), dan (i) . iilen
bangunan Daerah (IPD); i
dikaitkan dengan besaran yang
ada pada masing-masing daerah
menjadi menarik. Beberapa yang
dipandang menarik tersebuf
dapat dijabarkan sebagai
berikut:

1) Untuk IPM pada tahun 2005,
jika dilihat dari peringkat 5
(lima) terbesarnya, yaitu: (i)
DKI JAKARTA, sebesar
75.80; (ii) SULAWESI UTA-
RA, sebesar 73.40; (iii) DI
YOGYAKARTA, sebesar
72.90; (iv) RIAU, sebesar
72.20; dan (v) KALIMAN-
TAN TIMUR, sebesar 72.20.
Sedang untuk peringkat 5
(lima) dengan nilai IPM
terkecil adalah: (i) SULA-
WESI BARAT, sebesar 64.40;
(ii) IRIAN JAYA BARAT,
sebesar 63.70; (iii) NUSA
TENGGARA TIMUR, sebe-
sar  62.70; (iv) PAPUA,
sebesar 60.90; dan (v) NUSA
TENGGARA BARAT, sebe-
sar 60.60. Sementara dengan
memadukan antara  nilaj

rerata dan laju pertumbuhan

dari IPM rovinsi
/ n
mempun P S Yang

SUMATERA SELATAN; (
BENGKULU; (vi) BANGg
BELITUNG; dan (vii) JAWA
BARAT.
2) Untuk IPD pada tahun 1998
jitka dilihat dari Peringka; 5
(lima) terbesarnya, yaity. (i)
DKI  JAKARTA, sebesa,
6.2800; (ii) BALI, sebesa,
5.7618; (iii) DI YOGYA.
KARTA, sebesar 5.5018; (iv
BENGKULU, sebesar 4.783;.
dan (v) SULAWESI TENG.
GARA, sebesar 4.7640
Sedang untuk peringkat 5
(lima) dengan nilai Ipp
terkecil adalah: (i) JAMB]
sebesar 4.1975; (ii) MALU.
KU, sebesar 4.1761; (iii)
JAWA BARAT,  sebesar
4.1376; (iii)) NUSA TENG-
GARA  TIMUR, sebesar
41260, dan (v) PAPUA,
sebesar 4.0951. Sementara
dengan memadukan antara
nilai rerata dan laju
pertumbuhan dari IPD,
provinsi yang mempunyai
kategori NILAI RERATA
TERHADAP NASIONAL
DAN LAJU PERTUMBUH-
AN KATEGORI TINGGL
adalah: (i) SULAWESI UTA-
RA; (ii) SULAWESI SELA-
TAN; dan (iii) SULAWESI
TENGGARA.

Saran dan Implementasi Kebijak-
an

Saran dan rekomendasi
kebijakan yang dapat diberilff‘“’
berdasar pada hasil pf'-‘ngka]lan
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telah dilakukan adalah

sebagai berikut:

a.

Indikator yang bersifat ron-
ekonomi pada era-era sekarang
ini, apalagi untuk mengukur
kemajuan suatu daerah sangat
mendesak untuk dikembangkan.
Hal ini sesuai dengan Peraturan
Peme-rintah Nomor 6 Tahun
2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penye-lenggaraan Pemerintahan
Daerah, yang dikeluarkan pada
tanggal 4 Februari 2008, yang
dalam bagian lampiran
menyebutkan mengenai Aspek,
Fokus, dan Indikator Kinerja
Kunci yang digunakan untuk
Evaluasi Kemampuan Penye-
lenggaraan Otonomi Daerah.
Secara umum ada 3 (tiga) aspek
yang menjadi pedoman evaluasi
penyelenggaraan pemerintahan

daerah di Indonesia, yaitu: (i)

ASPEK KESEJAHTERAAN MA-
SYARAKAT, yang terdiri dari:
Indikator Kesejahteraan dan
Pemerataan Ekonomi, Indikator
Kesejahteraan Sosial, dan Indi-
kator Seni Budaya dan Olah
Raga; (ii) ASPEK PELAYANAN
UMUM, yang terdiri dari
Indikator Pelayanan Dasar, dan
Indikator Pelayanan Penunjang;
serta (iii) ASPEK DAYA SAING
DAERAH, yang terdiri dari:
Indikator Kemampuan Ekonomi
Daerah, Indikator Fasilitas
Wilayah/Infrastrukur, Indikator
Iklim Berinvestasi, dan Indika-
tor Sumber Daya Manusia.

Indikator  hasil-hasil  pem-
bangunan daerah yang berupa
PDRB, baik total maupun tanpa
migas, bila dilihat dari besaran

C.

nilianya sebagian besar juga
masih berada di Pulau Jawa.
Kebijakan untuk mengurangi
ketimpangan dengan meredis-
tribusi kegiatan pembangunan

di luar Pulau Jawa harus
menjadi agenda pemerintah
pada masa-masa mendatang.

Hal ini terkait dengan masalah
penduduk dan tingkat kepa-
datannya, yang disebagaian
besar di Pulau Jawa sudah
melebihi ambang batas untuk
ukuran Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB) yang besarnya
sekitar 10.000 penduduk / km2.
Jika  dilihat besaran dari
indikator pembangunan daerah
yang berupa Indeks Pem-
bangunan Manusia (IPM) dan
(ii) Indeks Pembangunan
Daerah (IPD), menunjukkan
bahwa peringkat terkecil seba-
gian besar masih berada di
Kawasan Timur Indonesia (KTI).
Oleh karenanya berbagai upaya
dalam mening-katkan mutu
modal manusai dan juga mutu
penyelenggaraan pemerintahan
harus merupakan bagian dari
tantangan yang harus dipi-
kirkan dan diselesaikan oleh
para pemimpin di masa-masa
mendatang baik di tingkat
pemerintah pusat maupun di
tingkat pemerintah daerah.
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Tabel 1. Perbandingan Karakteristik Tiga Strategi Pembangunan

—

- Karakteristik Strategi Pembangunan
' Pertumbuhan Kebutuhan Berorientasi |
Dasar Manusia
(1) (2) 3) (4)
1. Fokus Industri Pelayanan Manusia
- 2. Nilai Berpusat pada Berkiblat pada Berpusat pada
! Industri Manusia Manusia
- 3. Indikator Ekonomi Makro | Indikator Sosial | Hubungan
| Manusia dgn
Sumber Daya
' 4. Peranan Entrepreneur Service Provider | Enable / Facilitator
~ Pemerintah
- 5. Sumber Utama | Modal Kemampuan Kreatifitas dan
Administratif Komitmen
dan Anggaran
- 6. Kendala Konsentrasi dan | Keterbatasan Struktur dan
‘ Marginalisasi Anggaran dan Prosedur yang
Inkompeten tidak Mendukung |
Aparat [

| Sumber: Moeljarto. (1995). Politik Pembangunan: Sebuah Analisis Konsep, Arah dan ‘l

Strategi, halaman 26 [Matriks 2.1].

Scanned by CamScanner



Indikator Kemajuan Pembangunan Daerah Tingkat Propinsi di Indonesia:
Implementasi Paradigma Pembangunan atas Data Makro Ekonomi

Tabel 2. Matrik Status Perkembangan PDRB [Non Migas dan Migas]
Harga Konstan 2000, Berdasarkan Provinsi di Indonesia,

Tahun 2004
Nilai terhadap Rerata Nasional - Nilai terhadap Rerata Nasional dan
Rendah, Daya Tumbuh Tinggi Daya Tumbuh Tinggi

(03) Sumatera Barat; (05) Jambi; (07)  (02) Sumatera Utara; (11) DKI
Bengkulu; (08) Lampung; (12) Jawa  Jakarta; (13) Jawa Tengah; (15) Jawa
Barat; (18) Nusa Tenggara Barat; (19) Timur; dan (16) Banten.

Nusa Tenggara Timur; (25) Sulawesi

Tengah; (26) Sulawesi Selatan; (27)

Sulawesi Tenggara; dan (28)

Gorontalo.

‘ ’adap Rerata Naswnal
‘aya Tumbuh Rendah g

~ Nilai terhadap Rerata N asiona

(01) Nanggroe Aceh Darussalam, (04) R1au dan (23) Kahmantan Tlmur
(06) Sumatera Selatan; (09) Bangka

Belitung; (14) DI Yogyakarta; (17)

Bali; (20) Kalimantan Barat; (21)

Kalimantan Tengah; (22) Kalimantan

Selatan; (24) Sulawesi Utara; (30)

Maluku; (31) Maluku Utara; dan (32)

Papua.

Sumber:

Diolah dari BPS. (berapa terbitan). Pendapatan Nasional Indonesia
Tahun 2000-2003 dan Tahun 2001-2004 (Tabel 93, Tabel 95 dan

Tabel 97)
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Tabel 3. Matrik S

tus Perkembangan PD-RB.[T;}nPa Migas] a
t2a000 Berdasarkan Provinsi di I“donesia S 'y

Konstan "
2004
: Nilai terhadap Rm
Nilai terhadap Rerata Nasional OTia -

Rendah, Daya Tumbuh Tinggi

Daya Tumbuh Tingg;

i; i tan Timur;
05) Jambi; (23) Kaliman .
EZS) Sulawesi Tengah; (27) Sulawesi
Tenggara; dan (28) Gorontalo.

T

(04) Riau

Nilai terhadap Rerata Nasional dan
Daya Tumbuh Rendah

—
Nilai terhadap R

erata Nasional
Tinggi, Daya Tumbuh Rendap,

(01) Nanggroe Aceh Darussalam; (03)
Sumatera Barat; (06) Sumatera Sela-
tan; (07) Bengkulu; (08) Lampung;
(09) Bangka Belitung; (14) DI
Yogyakarta; (17) Bali; (18) Nusa
Tenggara Barat; (19) Nusa Tenggara
Timur; (20) Kalimantan Barat; (21)
Kalimantan Tengah; (22) Kalimantan
Selatan; (24) Sulawesi Utara; (26)
Sulawesi Selatan; (30) Maluku; (31)
Maluku Utara; dan (32) Papua.

(02) Sumatera Utara; (11) DKJ
Jakarta; (12) Jawa Barat; (13) Jawa
Tengah; (15) Jawa Timur; dan (16)
Banten.

Sumber:

Tahun 2000-2003
Tabel 102).
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Indikator Kemajuan Pembangunan Daerah Tingkat Propinsi di Indonesia:
Implementasi Paradigma Pembangunan atas Data Makro Ekonomi

Tabel 4.  Matrik Status Perkembangan Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) Berdasarkan Provinsi di Indonesia
Tahun 2005

Nilai terhadap Rerata Nasional
Rendah, Daya Tumbuh Tinggi

Nilai terhadap Rerata Nasional dan
Daya Tumbuh Tinggi

(18) Nusa Tenggara Barat; dan (25)
Sulawesi Tengah.

(03) Sumatera Barat; (04) Riau; (05)
Jambi; (06) Sumatera Selatan; (07)
Bengkulu; (09) Bangka Belitung; dan
(12) Jawa Barat.

Nilai terhadap Rerata Nasional dan
Daya Tumbuh Rendah

" Nilai terhadap Rerata Nasional
Tinggi, Daya Tumbuh Rendah

(15) Jawa Timur; (16) Banten; (19)
Nusa Tenggara Timur; (20) Kaliman-
tan Barat; (22) Kalimantan Selatan;
(26) Sulawesi Selatan; (27) Sulawesi
Tenggara; (28) Gorontalo; (31) Malu-
ku Utara; dan (32) Papua.

(02) Sumatera Utara; (08) Lampung;
(11) DKI Jakarta; (13) Jawa Tengah;
(14) DI Yogyakarta; (17) Bali; (21)
Kalimantan Tengah; (23) Kalimantan
Timur; (24) Sulawesi Utara; dan (30)
Maluku.

Diolah dari BPS, BAPPENAS dan UNDP (2004). NATIONAL
HUMAN DEVELOPMENT REPORT 2004: The Economics of
Democracy, Financing Human Development in Indonesia. Jakarta:
BPS, BAPPENAS dan UNDP.

- Diolah dari Kantor Menko Kesra. (2006). Konggres Nasional
Pembangunan Manusia Indonesia 2006.

Sumber: -
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Indeks Pemp
i Status Perkembangan Inde: mbang,,
Tabel 5. g::;;l; (IPD), Berdasarkan Provinsi di Indonesij, %all::n
n
1998

Nilai terhadap Rerata Nasional Nilai terhadap Rerata l\{asional dap

Rendah, Daya Tumbuh Tinggi Daya Tumbuh nggi
(01) Nanggroe Aceh Darussalam; (02) (24) Sulawesi Utara; (26) Sulaweg;
Sumatera Utara; (06) Sumatera Sela- Selatan; dan (27) Sulawesi Tenggara
tan; (08) Lampung; (11) DKI Jakarta; '
(13) Jawa Tengah; (15) Jawa Timur;
(18) Nusa Tenggara Barat; (20)
Kalimantan Barat; (21) Kalimantan
Tengah; dan (25) Sulawesi Tengah.

e

Nilai terhadap Rerata Nasional dan
Daya Tumbuh Rendah

Nilai terhadap Rerata Nasiona]
A Tinggi, Daya Tumbuh Rendah

(04) Riau; (05) Jambi; (12) Jawa Barat;
(19) Nusa Tenggara Timur; (30)
Malukuy; dan (32) Papua.

S —
(03) Sumatera Barat; (07) Bengkuly;
(14) DI Yogyakarta; (17) Bali; (22)
Kalimantan Selatan; dan (23) Kali
mantan Timur,.

Sumber:
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Diolah dari BAPPENAS. (2001) “Indeks Pemban ]

T gunan Daerah (R
D-evelo'pment Index)”. Draft/Rancangan dalam bentuk Rin S
diterbitkan oleh Bappenas Jakarta, pada 29 Oktober (Tabel 1).
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NASKAH ASLI

INDIKATOR KEMAJUAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT
PROVINSI DI INDONESIA: Implementasi Paradigma Pembangunan atas
Data Makro Ekonomi

MULYANTO
Jurusan Ekonomi Pembangunan — Fakultas Ekonomi
Universitas Sebelas Maret
Surakarta

Abstract: The purpose of this study was to identify the macroeconomic
variables as an indicator of the progress of regional development in
Indonesia. Using the data of province in Indonesia covering: (i) Gross
Regional Domestic Product (total and without oil and gas), (ii) Human
Development Index, and (iii) Regional Development Index; there were
many interesting implications to construct the regional development
policy. From this study, the local leaders can improve the performance
of the regional development by developing the indicators for measuring
the progress of regional development in their regions.

Keywords: Regional Development Indicators

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan proses perubahan sosial menuju kepada
kehidupan masyarakat yang lebih baik (Moeljarto, 1995: xi). Lebih jauh
dikatakan bahwa peradaban manusia tidak akan mencapai wujudnya yang
sekarang, apabila tidak terjadi proses perubahan sosial yang terus-menerus
meskipun dengan intensitas yang bervariasi, pada masa lalu dan dari waktu ke
waktu. Pengertian lain menyatakan bahwa pembangunan merupakan upaya
untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia, baik secara individu maupun
kelompok, dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan, baik terhadap
kehidupan sosial maupun lingkungan alam (Johan Galtung (1980) dalam
Lambang Trijono, 2007: 3). Pembangunan dengan makna yang sangat luas
seperti di atas, diharapkan dapat menjadi motor penggerak utama terjadinya

proses modernisasi dan perubahan budaya masyarakat ke arah yang lebih baik.

Dalam perkembangannya, muncul variasi mengenai makna dan konsep-
konsep pembangunan yang disertai dengan berbagai macam indikator untuk
mengukur tingkat keberhasilan/kemajuannya. Pengertian pembangunan dapat
berbeda dari kultur atau negara yang satu dengan kultur atau negara yang lain

(culture specific), dari situasi yang satu ke situasi yang lain (situation specific),



dan dari periode yang satu ke periode yang lain (time specific). Oleh karenanya
sangat penting untuk mengetahui dan mengamati dinamika pergeseran konsep-

konsep pembangunan dari waktu ke waktu.

Di lain pihak pemahaman mengenai indikator keberhasilan pemba-
ngunan juga menjadi semakin menarik, dengan melihat adanya indikator-
indikator pembangunan yang sudah mulai bergeser dari sekedar pendekatan
ekonomi ke pendekatan non-ekonomi serta ke pendekatan gabungan.
Pembangunan juga bukan hanya terkait dengan masalah nilai yang sering kali
terkait dengan prinsip pandangan hidup di suatu masyarakat atau negara, akan
tetapi juga menyangkut masalah pilihan politik yang akan dianut. Pilihan-
pilihan politik ini selanjutnya akan mempengaruhi strategi dan perumusan
kebijakan yang akan diambil oleh para penentu kebijakan, sehingga wacana ke
arah penerapan ekonomi kelembagaan menjadi bagian yang idealnya tidak
terpisah dalam merumuskan makna, konsep dan indikator kemajuan

pembangunan.

Tajuan dari studi ini adalah untuk mengetahui status perkembangan
indikator kemajuan pembangunan daerah tingkat provinsi di Indonesia dengan
menggunkan pendekatan Matrik Status Perekonomain. Cakupan indikator
kemajuan pembangunan daerah tingkat provinsi yang dimaksud mencakup: (i)
Data Perkembangan PDRB [Non Migas dan Migas] Harga Konstan 2000 pada
Tahun 2004; (ii) Data Perkembangan PDRB [Tanpa Migas] Harga Konstan
2000 Tahun 2004; (iii) Data Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) Berdasarkan Provinsi di Indonesia Tahun 2005, dan (iv) Data
Perkembangan Indeks Pembangunan Daerah (IPD) di Indonesia Tahun 1998.

TINJUAN PUSTAKA

Pergeseran Makna dan Konsep Pembangunan, Strategi Pembangunaan
dan Indikator Kemajuan Pembangunan Daerah

Makna dan Konsep Pembangunan: Masalah Perbedaan Persepsi
dari Waktu ke Waktu

Pembangunan sering dirumuskan sebagai proses perubahan yang
terencana dari satu situasi nasional yang satu ke situasi nasional yang
lain yang dinilai lebih tinggi [Saul M. Katz (1971)] dan menyangkut
proses perbaikan [Dudley Seers (1970)] (Moeljarto, 1995: 3). Batasan
pembangunan yang nampaknya bebas dari kaitan tata nilai tersebut, di
dalam realitasnya menimbulkan interpretasi yang sering bertentangan

satu dengan yang lainnya, sehingga mudah menimbulkan salah persepsi



dan multi tafsir. Dengan kata lain, berdasar latar keahlian yang berbeda
banyak ahli yang mengartikan pembangunan menurut versinya masing-
masing. Meier dan Baldwin dalam (Irawan Kadiman, 2001: 3)
misalnya, mengartikan pembangunan sebagai suatu proses multidimen-
sional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur
sosial, sikap-sikap mental yang sudah terbiasa dan lembaga-lembaga
nasional, termasuk pula percepatan/akselerasi pertumbuhan ekonomi,
pengurangan dan pemberantasan kemiskinan absolut. Sementara menurut
Todaro (2000: 20), pembangunan harus mencerminkan perubahan total
suatu masyarakat atau penyesuaian sistem nasional secara keseluruhan,
tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual
maupun kelompok-kelompok sosial yang ada di dalamnya, untuk
bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang serba lebih baik,

secara material maupun spiritual.

Konsep Todaro di atas dikembangkan dari konsep sebelumnya (-
tahun 1981-), yang memberi makna pembangunan sebagai suatu proses
perbaikan kualitas semua segi kehidupan manusia yang mencakup 3
(tiga) aspek penting. Pertama, aspek peningkatan taraf hidup masya-
rakat, melalui proses pertumbuhan ekonomi. Kedua, aspek penciptaan
kondisi yang mendukung perkembangan harga diri melalui sistem
ekonomi, politik dan sosial yang mampu mengangkat harkat dan
martabat manusia. Ketiga, aspek perluasan kebebasan rakyat dalam
memilih melalui daerah pilihan yang diperlebar, dengan memperbanyak
varitas barang konsumsi dan jasa yang tersedia (Todaro (1981) dalam
Suyudi Mangunwihardjo, 2008: 1).

Terlepas dari berbagai permasalahan kurun waktu, baik sebelum
maupun selama dan sesudah abad ke-21, pembangunan secara umum
diartikan sebagai suatu proses jangka panjang dalam upaya untuk terus
meningkatkan pendapatan nasional per kapita penduduk dan masyarakat
menuju ke tingkat kesejahteraan yang lebih baik (Irawan Kadiman,
2001: 3-5).

Pada awalnya, tujuan utama yang ingin dicapai oleh Negara
Miskin/Berkembang adalah Pembangunan Ekonomi atau Pertumbuhan
Ekonomi, yang merupakan 2 (dua) istilah yang tidak sama. Pertumbuhan

adalah perlu namun belum cukup untuk pembangunan. Pertumbuhan

Ekonomi mengacu pada konsep peningkatan produksi suatu negara atau
Pendapatan Perkapita. Produksi biasanya diukur dengan GNP (Gross
National Product) atau GNI (Gross National Income), yang digunakan



secara bergantian, yang menunjukkan output total dari barang-barang
dan jasa-jasa dalam suatu perekonomian. Sementara Pembangunan
Ekonomi mengacu pada pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan
perubahan dalam distribusi output dan perubahan struktur perekono-
mian. Perubahan-perubahan ini mungkin mencakup: (i) Perbaikan secara
materi penduduk miskin yang mencakup setengah dari jumlah penduduk;
(i1)) Penurunan sumbangan sektor pertanian terhadap GNP, yang
dikaitkan dengan peningkatan dalam sumbangan sektor industri dan jasa
dalam GNP; (ii) Peningkatan tingkat pendidikan dan ketrampilan tenaga
kerja, dan (iv) Peningkatan teknologi secara substansi yang dikaitkan
dengan kondisi khusus suatu negara (spesialisasi). Seperti halnya dengan
perkembangan seorang anak, pertumbuhan membutuhkan suatu pene-
kanan atas besaran/ukuran kuantitatif (tinggi atau GNP), dimana
pembangunan menggambarkan adanya perhatian terhadap perubahan
dalam tingkat kemampuan, seperti kemampuan mengadakan koordinasi
secara fisik dan juga kemampuan untuk terus belajar, atau kemampuan
ekonomi untuk beradaptasi terhadap pergeseran dalam citarasa/selera
dan teknologi. Pembangunan Ekonomi tidak hanya mengacu pada
tingkat perubahan dalam kesejehteraan ekonomi tetapi juga menyangkut
kualitas tingkat perubahannya. Antara tahun 1870 dan 1998, Jepang
mempunyai tingkat kecepatan pembangunan ekonomi yang baik. Tingkat
pertumbuhan GNP riil sekitar 2,6% per tahun, dan juga ada inovasi
teknologi secara substansial, peningkatan dalam distribusi pendapatan
nasional, dan juga penurunan di dalam sumbangan angkatan kerja pada
sektor pertanian. Jepang juga mempunyai tingkat pembangunan ekonomi
yang tinggi yang ditunjukkan leh besarnya nilai GNI / Kapita atas dasar
harga berlaku pada 2003 sebesar $ 34.510, menempati urutan 4 (empat)
besar negara-negara terkaya di Dunia. Indikasi ukuran lainnya yaitu
banyak penduduk Jepang yang makmur dan mempunyai tempat tinggal,
berada dalam tingkat kesehatan yang baik, dan dengan tingkat
pendidikan yang tinggi, serta hanya sedikit penduduk Jepang yang
masuk dalam kategori miskin (Nafziger, 2006: 15-20).

Dari berbagai uraian di atas, secara umum rentangan perbedaan
mengenai konsep dan makna pembangunan antara lain menyangkut
pokok permasalahan-permasalahan sebagai berikut (Moeljarto, 1995: 3-
4 dan Arief Budiman, 2000: 1-2):

a. Hakekat nilai pembangunan yang harus dicapai (indikator ekonomi

klasik versus indikator non-ekonomi),



b. Perbedaan persepsi tentang hakekat proses pembangunan itu sendiri
(teori konflik versus teori keseimbangan/ekulibrium),

c. Perbedaan pendapat mengenai penahapan dan jalur pembangunan
(unlinear versus linear dan necessity model versus possibility
model),

d. Perbedaan persepsi tentang hubungan antar bangsa di dalam proses
pembangunan (dependency model versus difusionism),

e. Perbedaan pandangan tentang keseimbangan antara manusia dengan
lingkungan hidupnya (/imit to growth versus models of doom),

f. Perbedaan pandangan tentang pemilikan faktor produksi (capitalist
mode of production versus socialist mode of production), dan

g. Perbedaan dalam strategi pembangunan (pertanian versus industri,

big push strategy versus unbalanced growth strategy),

Strategi Pembangunan

Setelah Perang Dunia II, banyak Negara Sedang Berkembang
(NSB) melakukan pembangunan di negaranya. Tujuannya jelas yaitu
untuk mengejar ketertinggalannya dengan negara yang lain. Strategi
yang ditempuh juga bermacam-macam, yang secara umum dapat
dikategorikan ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu (Moeljarto, 1995: 32-6
dan juga dalam Gunawan Sumodiningrat, 2007: 19-30): (i) Model
Pembangunan Berorientasi pada Pertumbuhan; (ii) Model Pembangunan
Berorientasi pada Kebutuhan Dasar atau Kesejahteraan; dan (iii) Model
Pembanguan Berorientasi pada Manusia. Gambaran perbedaan dalam

ketiga pendekatan ini, secara umum dapat dilihat pada Tabel 1.
a. Model Pembangunan Berorientasi pada Pertumbuhan

Dalam model ini, tujuan pembangunan dipandang sebagai
pertumbuhan ekonomi dalam arti sempit, yaitu menyangkut
penggunaan atau kapasitas ekonomi dalam menghasilkan pening-
katan GNP (Gross National Product) per tahun dalam kisaran
angka 5% sampai 7% atau lebih. Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB) dalam Dekade Pembangunan Pertama (1960-1970) meman-
dang ’pembangunan’ dalam arti mencapai angka pertumbuhan
GNP per tahun sebesar 6%. Guna mencapai angka pertumbuhan
ekonomi yang tinggi, maka pemilihan struktur produksi dan
kesempatan kerja yang terencana guna meningkatkan proporsi
industri jasa dan manufaktur, serta mengurangi porsi sektor

pertanian secara seimbang, tidak dapat dihindari. Karena proses



pembangunan terpusat pada produksi, sedang penghapusan
kemiskinan, penganggguran dan ketimpangan menduduki urutan
kedua, terutama melalui konsep ’trikle-down effect’t) (Moeljarto,
1995: 32).

Dua teori besar yang mewarnai strategi pembangunan yang
berorientasi pada pertumbuhan, khususnya pada masa setelah
Perang Dunia II (sebagaimana yang banyak diterapkan di berbagai
negara) adalah Teori Rostow mengenai Tahap-Tahap Pertum-
buhan dalam Pembangunan Ekonomi2) dan Teori Harrod-Domar
mengenai Pertumbuhan Ekonomi. Dalam konsep Rostow, tahap
kritis bagi Negara Sedang Berkembang (NSB) adalah ’tahap
tinggal landas’ dimana masyarakat yang sedang berkembang akan
bertransformasi menuju masyarakat maju. Selanjutnya Rostow
berpendapat bahwa salah satu prinsip yang perlu dijalankan dalam
tahapan ini adalah mobilisasi tabungan domestik dan tabungan
luar negeri, guna menghasilkan investasi yang cukup untuk
meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Todaro (1994) dalam
Gunawan Sumodiningrat, 2007: 19-20).

Uraian Rostow mengenai investasi diperdalam dalam Teori
Harrod-Domar mengenai pertumbuhan ekonomi. Saran dari
Harrod-Domar yaitu agar perekonomian dapat tumbuh, suatu
perekonomian harus memiliki tabungan dan investasi dalam
proporsi tertentu terhadap GNP. Makin besar tabungan dan
investasi, makin cepat perekonomian tumbuh (Todaro (1994)
dalam Gunawan Sumodiningrat, 2007: 20).

b. Model Pembangunan Berorientasi pada Kebutuhan Dasar

atau Kesejahteraan

D) Trikle-Down Effect yang awalnya diyakini terjadi seiring dengan terbentuknya
akumulasi kapital nasional ternyata tidak berjalan. Dengan kata lain, di satu sisi pendekatan
ini meningkatkan konsentrasi kapital, di sisi lain menciptakan marginalisasi, baik
marginalisasi Desa oleh Kota maupun marginalisasi Penduduk Miskin oleh Penduduk Kaya.
Kondisi inilah yang kemudian menciptakan konsep ketimpangan atau kesenjangan, dimana
kesenjangan akan terjadi jika 20% penduduk yang tergolong kaya menerima 50% atau lebih
dari GNP (Sri-Edi Swasono, 2008a: 21).

2)Tahap-tahap pembangunan yang diperkenalkan oleh Rostow, antara lain mencakup 5
(lima) tahap, yaitu: (i) Tahap Masyarakat Tradisional, (ii) Tahap Prakondisi untuk Tinggal
Landas Menuju Pertumbuhan yang Berkesinambungan; (iii) Tahap Tinggal Landas; (iv)
Tahap Menuju Masyarakat Dewasa; serta (v) Tahap Masa Konsumsi Tinggi. Buku-buku teks
ekonomi pembangunan sering mengungkapkan penjelasan dari kelima tahap ini, yang antara
lain dapat ditemukan di Lincelin Arsyad (1999), Mudrajad Kuncoro (1997), Nafziger, E.
Wayne (2006), Sadono Sukirno (2006) dan sebagianya.



Model ini muncul untuk mengoreksi beberapa kekurangan
dari model pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan.
Fokus atau sasaran dari model pembangunan ini adalah bagian
penduduk miskin di Negara Sedang Berkembang (NSB), dan
menandaskan bahwa masalah kemiskinan di NSB pada dasarnya
bukanlah merupakan kemubaziran ekonomi perse, akan tetapi
pada hakekatnya merupakan pengalaman kerja keras dan tidak
produktif selama berjam-jam dalam rangka membiayai kehidupan
subsistensi dan marginal dari penduduk miskin. Jadi problem
utamanya adalah mengupayakan peningkatan kualitas / mutu kerja
mereka lebih dari pada kuantitas / jumlah jam kerjanya. Di
samping itu, program kesejahteraan atau bantuan bagi orang yang
sangat miskin melalui pemenuhan kebutuhan dasar, mencakup
tidak hanya kesempatan dalam memperoleh penghasilan, tetapi
juga ekses dari pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan,
air bersih, transportasi umum dan sebagainya. Dengan demikian,
model ini mencoba memecahkan masalah kemiskinan secara
langsung, dan tidak semata-mata hanya melalui mekanisme
*trikle-down effect’ (Moeljarto, 1995: 33).

Argumentasi model kebutuhan dasar atau kesejahteraan,
sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Paul Streeten (1979) dan
juga S.J. Burki dan Mahbub Ul Haq (1981) adalah sebagai berikut
(Moeljarto, 1995: 33-4):

1) Banyak kaum miskin yang tidak memiliki aset produktif selain
kekuatan fisik mereka, keinginan kerja mereka dan inteligensi
dasar mereka. Pemeliharaan aset tersebut tergantung pada
peningkatan akses kepada pelayanan publik seperti
pendidikan, pemeliharaan kesehatan, dan penyediaan air pada

umumnya.

2) Peningkatan pendapatan kaum miskin boleh jadi tidak mening-
katkan standar hidup mereka kalau barang-barang dan jasa
yang cocok dengan kebutuhan dan tigkat pendapatan mereka
tidak tersedia.

3) Peningkatan standar hidup golongan termiskin dari yang
miskin melalui peningkatan produktivitas mereka memerlukan
waktu yang sangat lama, dan dalam porsi tertentu karena satu
dan lain hal, mereka tetap tidak dapat bekerja. Paling tidak

adanya program subsidi jangka pendek, dan barang kali



program subsidi permanen, diperlukan agar rakyat mendapat

bagian dari hasil-hasil pembangunan.

Dengan dirumuskannya model pembangunan pada periode
1970-an yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan, ketidak-
merataan, dan pengangguran; mengilhami Todaro untuk meru-
muskan kembali makna/arti pembangunan. Dalam kaitan ini,
Todaro mengartikan pembangunan ekonomi sebagai proses multi-

dimensional vang melibatkan perubahan struktur sosial, perilaku

sosial, dan institusi nasional, selain juga akselerasi pertumbuhan

ekonomi, pengangguran dan pemberantasan kemiskinan (Guna-
wan Sumodiningrat, 2007: 21-2).

. Model Pembangunan Berorientasi pada Manusia

Model pembangunan ini berpusat pada insan / manusia,
berwawasan lebih jauh dari sekedar angka pertumbuhan GNP atau
pengadaan pelayanan sosial. Peningkatan perkembangan manusia
dan kesejahteraan manusia, persamaan dan sustainability manusia
menjadi fokus sentral proses pembangunan, pelaksana pemba-
ngunan yang menentukan tujuan, sumber-sumber pengawasan dan
untuk mengarahkan proses-proses yang mempengaruhi kehidupan
mereka (Gran (1983) dalam Moeljarto, 1995: 35).

Perspektif baru pembangunan tersebut memberikan
peranan khusus kepada Pemerintah, yang jelas berbeda dengan
peranan pemerintah pada 2 (dua) model yang terdahulu. Peranan
peme-rintah dalam model ini adalah menciptakan lingkungan
sosial yang memungkinkan untuk berkembang, yang sekaligus
dapat mendorong perkembangan manusia dan aktualisasi manusia
secara lebih besar. Pembentukan jaringan organisasi informal dan
arus komunikasi pada kebutuhan dan variasi lokal (daerah)
merupakan pelengkap dari sistem komando yang lebih formal.
Dan hal ini sangat tergantung pada inisiatif rakyat untuk berkreasi

pada sumber-sumber informasi yang ada.

Model pembangunan yang berorientasi pada manusia
sering diistilahkan dengan model pemberdayaan (empowerment).
Model ini muncul dengan 2 (dua) premis mayor, yaitu kegagalan

dan harapan. Premis mayor kegagalan, mengandung maksud

mengenai gagalnya model-model pembangunan ekonomi dalam



menang-gulangi masalah kemiskinan dan lingkungan yang

berkelanjutan. Sedang Premis mayor harapan, mengandung

maksud adanya alternatif pembangunan yang memasukkan nilai-
nilai demokrasi, persamaan gender, persamaan antar generasi, dan
pertumbuhan ekonomi secara memadai. Kegagalan dan harapan
ini bukan merupakan alat ukur ilmu-ilmu sosial, melainkan
cerminan nilai-nilai normatif dan moral yang terasa sangat nyata
di tingkat individu dan masyarakat. Dengan demikian, pember-
dayaan masyarakat pada hakekatnya adalah nilai kolektif
pemberdayaan individual (Gunawan Sumodiningrat, 2007: 27-
8).

Indikator Kemajuan Pembangunan Daerah

Untuk menghasilkan suatu perencanaan yang lebih baik diper-
lukan dukungan sistem informasi yang relevan, serta dibutuhkan
pengetahuan tentang indikator-indikator pembangunan dari hasil
pembangunan itu sendiri. Penyusunan indikator-indikator pembangunan
dapat dilakukan dari berbagai pendekatan dan kepentingan, yang antara
lain berupa pendekatan menurut bidang pembangunan, menurut sektor-
sektor pembangunan dan juga menurut kepentingan yang lain. Badan
Perencanaan Daerah pada beberapa waktu yang lalu menggunakan
indikator pembangunan yang dikategorikan ke dalam indikator bidang
ekonomi, indikator sosial, dan indikator fisik prasarana (BAPEDA
Kabupaten Klaten, 2004).

Saat ini dikembangkan indikator-indikator lain yang cukup luas,
yang tidak sekedar indikator PDB/PDRB, namun sudah mencakup
dimensi dan aspek lain selain faktor ekonomi. Indikator-indikator
tersebut secara umum terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu: (i)
Indikator yang mencakup hasil interaksi dari berbagai faktor ekonomi,
sosial, dan politik dalam suatu pola normal atau pola optimal; dan (ii)
Indikator yang menangkap kualitas hidup. Pada bagian berikut akan
dijabarkan secara rinci mengenai indikator-indikator pembangunan yang
disarikan dari Todaro (2000) dan Kahlil Rowter (1996).



METODE PENELITIAN

Beberapa tahap yang dilaksanakan terkait dengan kegiatan pengkajian
Indikator Kemajuan Pembangunan Daerah Tingkat Provinsi di Indonesia yang
merupakan usaha untuk menerapkan Paradigma Pembangunan atas data Makro

Ekonomi, antara lain meliputi:

1. Pengumpulan Data

Studi Pustaka, yaitu pengumpulan data sekunder dari berbagai
dokumen yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan sumber-sumber lain

yang terkait dan relevan.

2. Cakupan Studi

Cakupan dalam pengkajian Indikator Kemajuan Pembangunan Daerah
Tingkat Provinsi di Indonesia mencakup:
a. Data Perkembangan PDRB [Non Migas dan Migas] Harga Konstan 2000
padaTahun 2004,
b. Data Perkembangan PDRB [Tanpa Migas] Harga Konstan 2000 Tahun 2004,
c. Data Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Berdasarkan Provinsi
di Indonesia Tahun 2005, dan
d. Data Perkembangan Indeks Pembangunan Daerah (IPD) di Indonesia Tahun

1998
2.

3. Model Studi/Pengkajian

Model studi yang digunakan kegiatan pengkajian Indikator Kemajuan
Pembangunan Daerah Tingkat Provinsi di Indonesia menggunakan
pendekatan Matrik Status Perekonomian, di mana secara umum, status

perekonomian dibendakan ke dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

a. Kuadran 1: Nilai terhadap rerata Nasional dan daya tumbuh terhadap

Nasional rendah;

b. Kuadran 2: Nilai terhadap rerata Nasional tinggi, tetapi daya tumbuh
terhadap Nasional rendah;

c. Kuandran 3: Nilai terhadap rerata Nasional rendah, tetapi daya tumbuh
terhadap Nasional Tinggi; dan

d. Kuadran 4: Nilai terhadap rerata Nasional dan daya tumbuh terhadap
Nasional tinggi.



Tabel 3.1. Perkembangan Indikator Kemajuan Pembangunan Daerah
Tingkat Provinsi di Indonesia dengan Menggunakan
Pendekatan Matrik Status Perekonomian

Daya Tumbuh

Nilai thd Rerata Nasional Rendah, Nilai thd Rerata Nasional dan Daya
Daya Tumbuh Tinggi Tumbuh Tinggi
KUADRAN 3 KUADRAN 4
R
Nilai thd Rerata Nasional dan Daya Nilai thd Rerata Nasional Tinggi,
Tumbuh Rendah Daya Tumbuh Rendah
KUADRAN 1 KUADRAN 2
X Nilai thd Rerata Nas.

Sumber: Diolah dari BPS. (berapa terbitan). Pendapatan Nasional
Indonesia Tahun 2000-2003 dan Tahun 2001-2004 (Tabel 93,
Tabel 95 dan Tabel 97).

HASIL DAN PEMBAHASAN: Indikator Kemajuan Pembangunan Provinsi

Indikator Ekonomi

Hasil pembangunan daerah biasanya diukur dengan nilai
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dalam konteks provinsi,
biasanya dipublikasikan 2 (dua) besaran PDRB, yaitu: (i) PDRB
Total (Migas dan Non-Migas); dan (ii) PDRB Tanpa Migas.

a. Total PDRB [Migas dan Non-Migas|
Total PDRB [Migas dan Non-Migas] sebagai salah satu

indikator ekonomi untuk data provinsi di Indonesia selama tahun
2000, 2002 dan 2004 menunjukkan perkembangan yang cukup
tinggi. Total PDRB seluruh provinsi di Indonesia yang pada
tahun 2000 hanya sebesar Rp 1.389,77 triliun, pada tahun 2002
menjadi Rp 1.506,12 triliun; serta pada tahun 2004 telah
meningkat menjadi Rp 1.660,58 triliun. Bila dilihat dari besaran
Standar Deviasi (SD) dari kurun waktu 2000 ke 2004 relatif
mengalami peningkatan, yaitu dari sekitar Rp 62,42 triliun
menjadi Rp 74,75 triliun. Hal ini menandakan bahwa tingkat
penyimpangan terhadap reratanya semakin meningkat. Secara
umum rerata PDRB provinsi di Indonesia juga mengalami
peningkatan dari Rp 45,29 triliun (2000) menjadi Rp 48,99



triliun (2002), serta menjadi Rp 53,58 triliun (2004). Gambaran
selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 3.1.a.

1) Peringkat Terbesar dan Terkecil

Jika dilihat dari peringkat 5 (lima) terbesar Total
PDRB pada tahun 2004, dapat dilihat bahwa 4 (empat)
provinsi di antaranya berada di Pulau Jawa, yaitu: (i) DKI
Jakarta, sebesar Rp 279,15 triliun; (ii) Jawa Timur, sebesar
Rp 242,17 triliun; (iii) Jawa Barat, sebesar Rp 232,18
triliun; dan (iv) Jawa Tengah, sebesar Rp 135,79 triliun.
Sedang untuk peringkat kelima berada di luar Pulau Jawa,
yaitu: Provinsi Riau, sebesar Rp 104,66 trilun. Untuk
peringkat 5 (lima) terkecil adalah: (i) Bangka Belitung,
sebesar Rp 7,01 triliun; (ii) Bengkulu, sebesar Rp 5,89
triliun; (iii) Maluku, sebesar Rp 3,10 triliun; (iv) Maluku
Utara, sebesar Rp 2,13 triliun; dan (v) Gorontalo, sebesar Rp
1,89 triliun.

2) Status Perkembangan PDRB Total

Status perkembangan PDRB Total pada tahun 2004
yang dibagi ke dalam 4 (empat) kuadran, yaitu: (i) Kuadran
1: Nilai thd Rerata Nasional dan Daya Tumbuh Rendah; (ii)
Kuadran 2: Nilai thd Rerata Nasional Tinggi, Daya Tumbuh
Rendah; (ii1) Kuandran 3: Nilai thd Rerata Nasional Rendah,
Daya Tumbuh Tinggi; dan (iv) Kuadran 4: Nilai thd Rerata
Nasional dan Daya Tumbuh Tinggi; dapat dilihat bahwa
Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan
Banten termasuk dalam satu kelompok di Kuadran 4. Sedang
Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Selatan, Bangka
Belitung, DI Yogyakarta, Bali, Kalimantan Barat, Kaliman-
tan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Maluku,
Maluku Utara, dan Papua; masuk dalam satu kelompok di
Kuadran 1. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel
2.

b) PDRB Tanpa Migas
PDRB Tanpa Migas sebagai salah satu indikator eko-

nomi untuk data provinsi di Indonesia selama tahun 2000,
2002 dan 2004 atas dasar harga konstan 2000, menunjukkan



perkembangan yang cukup tinggi. Total PDRB Tanpa Migas
seluruh provinsi di Indonesia yang pada tahun 2000 hanya
sebesar Rp 1.218,33 triliun, pada tahun 2002 menjadi Rp
1.345,81 triliun; serta pada tahun 2004 telah meningkat men-
jadi Rp 1.511,76 triliun. Bila dilihat dari besaran Standar
Deviasi (SD) dari kurun waktu 2000 ke 2004 relatif
mengalami peningkatan, yaitu dari sekitar Rp 59,40 triliun
menjadi Rp 72,05 triliun. Hal ini menandakan bahwa tingkat
penyimpangan terhadap reratanya semakin meningkat. Secara
umum rerata PDRB Tanpa Migas provinsi di Indonesia juga
mengalami peningkatan dari Rp 39,72 triliun (2000) menjadi
Rp 43,35 triliun (2002), serta menjadi Rp 48,09 triliun
(2004).

1) Peringkat Terbesar dan Terkecil

Jika dilihat dari peringkat 5 (lima) terbesar Total PDRB
pada tahun 2004, dapat dilihat bahwa 4 (empat) provinsi di
antaranya berada di Pulau Jawa, yaitu: (i) DKI Jakarta,
sebesar Rp 278,16 triliun; (ii) Jawa Timur, sebesar Rp
241,56 triliun; (iii) Jawa Barat, sebesar Rp 213,75 triliun;
dan (iv) Jawa Tengah, sebesar Rp 127,21 triliun. Sedang
untuk peringkat kelima berada di luar Pulau Jawa, yaitu:
Provinsi Sumatera Utara, sebesar Rp 82,68 trilun (untuk
Total PDRB diduduki oleh Provinsi Riau). Hal ini menjadi
pertanda bahwa peran sektor Migas di Provinsi Riau sangat
berpegaruh bagi perekonomian wilayah. Untuk peringkat 5
(lima) terkecil adalah: (i) Bangka Belitung, sebesar Rp
7,01 triliun; (ii) Bengkulu, sebesar Rp 5,89 triliun; (iii)
Maluku, sebesar Rp 3,09 triliun; (iv) Maluku Utara,
sebesar Rp 2,13 triliun; dan (v) Gorontalo, sebesar Rp 1,89

triliun.

2) Status Perkembangan PDRB Tanpa Migas

Status perkembangan PDRB Tanpa Migas pada tahun
2004 yang dibagi ke dalam 4 (empat) kuadran, yaitu: (i)
Kuadran 1: Nilai thd Rerata Nasional dan Daya Tumbuh
Rendah; (ii) Kuadran 2: Nilai thd Rerata Nasional Tinggi,
Daya Tumbuh Rendah; (iii) Kuandran 3: Nilai thd Rerata
Nasional Rendah, Daya Tumbuh Tinggi; dan (iv) Kuadran
4: Nilai thd Rerata Nasional dan Daya Tumbuh Tinggi;



dapat dilihat bahwa hanya Provinsi Riau saja yang
termasuk dalam kelompok di Kuadran 4. Sedang Nanggroe
Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Sumatera Selatan,
Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, DI Yogyakarta,
Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur,
Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan
Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku,
Maluku Utara, dan Papua; masuk dalam satu kelompok di
Kuadran 1. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada
Tabel 3.

Indikator Gabungan

Implementasi indikator gabungan yang akan dibahas pada
bagian ini, secara umum akan dibagi dalam 2 bagian, yaitu indikator
gabungan yang berupa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan
indikator gabungan yang berupa Indeks Pembangunan Daerah (IPD).

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM sebagai salah satu indikator gabungan untuk data provinsi
di Indonesia selama tahun 1999, 2002 dan 2005, menunjukkan
perkembangan yang cukup tinggi. Nilai IPM di Indonesia yang
pada tahun 1999 sebesar 64,30, pada tahun 2002 menjadi 65,80;
serta pada tahun 2005 telah meningkat menjadi 68,70. Bila dilihat
dari besaran Standar Deviasi (SD) dari kurun waktu 1999 ke 2005
relatif mengalami penurunan, yaitu dari sekitar 3,58 menjadi 3,48.
Hal ini menandakan bahwa tingkat penyimpangan terhadap
reratanya semakin menurun. Secara umum rerata IPM di
Indonesia juga mengalami peningkatan dari 64,40 (1999) menjadi
66,15 (2002), serta menjadi 68,36 (2005).

1) Peringkat Terbesar dan Terkecil

Jika dilihat dari peringkat 5 (lima) terbesar nilai IPM pada
tahun 2005, yaitu: (i) DKI Jakarta, sebesar 75.80; (ii)
Sulawesi Utara, sebesar 73.40; (iii) DI Yogyakarta, sebesar
72.90; (iv) Riau, sebesar 72.20; dan (v) Kalimantan Timur,
sebesar 72.20. Untuk peringkat 5 (lima) dengan nilai IPM
terkecil adalah: (i) Sulawesi Barat, sebesar 64.40; (ii) Irian

Jaya Barat, sebesar 63.70; (iii) Nusa Tenggara Timur, sebesar



62.70; (iv) Papua, sebesar 60.90; dan (v) Nusa Tenggara
Barat, sebesar 60.60.

2) Status Perkembangan IPM

Status perkembangan IPM pada tahun 2004 yang dibagi
ke dalam 4 (empat) kuadran, yaitu: (i) Kuadran 1: Nilai thd
Rerata Nasional dan Daya Tumbuh Rendah; (ii) Kuadran 2:
Nilai thd Rerata Nasional Tinggi, Daya Tumbuh Rendah; (iii)
Kuandran 3: Nilai thd Rerata Nasional Rendah, Daya Tumbuh
Tinggi; dan (iv) Kuadran 4: Nilai thd Rerata Nasional dan
Daya Tumbuh Tinggi; dapat dilihat bahwa Sumatera Barat,
Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung,
dan Jawa Barat; termasuk dalam satu kelompok di Kuadran 4.
Sedang Jawa Timur, Banten, Nusa Tenggara Timur,
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan,
Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku Utara, dan Papua;
masuk dalam satu kelompok di Kuadran 1. Gambaran

selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.

Indeks Pembanguan Daerah (IPD)

IPD sebagai salah satu indikator gabungan untuk data provinsi
di Indonesia selama tahun 1994, 1996 dan 1998, menunjukkan
perkembangan yang cukup bervariasi. Nilai IPD di Indonesia
yang pada tahun 1994 sebesar 4,5678 pada tahun 1996 menjadi
sebesar 4,7316; pada tahun 1998 turun menjadi 4,6149. Bila
dilihat dari besaran Standar Deviasi (SD) dari kurun waktu 1994
ke 1998 relatif mengalami penurunan, yaitu dari sekitar 0,5988
menjadi 0,5131. Hal ini menandakan bahwa tingkat penyim-
pangan terhadap reratanya semakin menurun, walaupun pada
tahun 1996 justru meningkat (sebesar 0,6328). Secara umum
rerata [PD di Indonesia juga bervariasi dari sebesar 4,5678 (1994)
menjadi 4,7316 (1996), serta menjadi 4,6149 (1998).

1) Peringkat Terbesar dan Terkecil

Jika dilihat dari peringkat 5 (lima) terbesar nilai [PD pada
tahun 1998, yaitu: (i) DKI Jakarta, sebesar 6.2800; (ii) Bali,
sebesar 5.7618; (iii) DI Yogyakarta, sebesar 5.5018; (iv)
Bengkulu, sebesar 4.7831; dan (v) Sulawesi Tenggara, sebesar
4.7640. Untuk peringkat 5 (lima) dengan nilai IPD terkecil



adalah: (i) Jambi, sebesar 4.1975; (ii) Maluku, sebesar 4.1761;
(iii) Jawa Barat, sebesar 4.1376; (iii) Nusa Tenggara Timur,
sebesar 4.1260, dan (v) Papua, sebesar 4.0951.

2) Status Perkembangan IPD

Status perkembangan IPD pada tahun 1998 yang dibagi
ke dalam 4 (empat) kuadran, yaitu: (i) Kuadran 1: Nilai thd
Rerata Nasional dan Daya Tumbuh Rendah; (ii) Kuadran 2:
Nilai thd Rerata Nasional Tinggi, Daya Tumbuh Rendah; (iii)
Kuandran 3: Nilai thd Rerata Nasional Rendah, Daya Tumbuh
Tinggi; dan (iv) Kuadran 4: Nilai thd Rerata Nasional dan
Daya Tumbuh Tinggi; dapat dilihat bahwa Sulawesi Utara,
Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara; termasuk dalam
satu kelompok di Kuadran 4. Sedang Riau, Jambi, Jawa Barat,
Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua; masuk dalam satu
kelompok di Kuadran 1. Gambaran selengkapnya dapat dilihat
pada Tabel 5.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasar pada pembahasan di atas, beberapa kesimpulan yang

dapat ditarik adalah sebagai berikut:

a.

Banyak definisi/pengertian mengenai konsep pembangunan.
Dalam perkembangannya, muncul variasi mengenai makna dan
konsep-konsep pembangunan yang disertai dengan berbagai
macam indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan/kema-
juannya. Pengertian pembangunan dapat berbeda dari kultur atau
negara yang satu dengan kultur atau negara yang lain (culture
specific), dari situasi yang satu ke situasi yang lain (situation
specific), dan dari periode yang satu ke periode yang lain (time-
specific). Secara umum rentangan perbedaan mengenai konsep
dan makna pembangunan antara lain menyangkut pokok perma-
salahan-permasalahan: (i) Hakekat nilai pembangunan yang
harus dicapai; (ii) Perbedaan persepsi tentang hakekat proses
pembangunan itu sendiri; (iii) Perbedaan pendapat mengenai
penahapan dan jalur pembangunan; (iv) Perbedaan persepsi
tentang hubungan antar bangsa di dalam proses pembangunan;

(v) Perbedaan pandangan tentang keseimbangan antara manusia



dengan lingkungan hidupnya; (vi) Perbedaan pandangan tentang
pemilikan faktor produksi; dan (vii) Perbedaan dalam strategi

pembangunan.

Strategi/model pembangunan yang ditempuh oleh berbagai
negara, khusnya oleh Negara Sedang Berkembang (NSB) dalam
melaksanakan program-program pembangunan secara umum
dapat dikategorikan ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu: (i)
Model Pembangunan Berorientasi pada Pertumbuhan; (ii) Model
Pembangunan Berorientasi pada Kebutuhan Dasar atau Kesejah-

teraan; dan (iii) Model Pembanguan Berorientasi pada Manusia.

Implementasi atas konsep pembangunan dengan berbagai macam
indikator kemajuan pembangunan yang selama ini dipakai masih
dominan pada aspek-aspek yang terkait dengan masalah ekono-
mi, seperti ukuran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB),
PDRB Perkapita, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi
Umum (DAU) dan sebagainya. Sementara indikator yang
bersifat non-ekonomi, seperti indikator sosial dan fisik prasarana
serta indikator yang sifatnya gabungan belum banyak dijadikan

pengkajian dan based-data secara baik.

Indikator ekonomi yang menjadi ukuran untuk melihat prestasi
atau hasil-hasil pembangunan daerah yang berupa: (i) Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) Total (dengan Migas dan
Non-Migas), dan (ii) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Tanpa Migas; jika dikaitkan dengan besaran yang ada pada
masing-masing daerah menjadi menarik. Beberapa yang

dipandang menarik tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Untuk PDRB Total (dengan Migas dan Non-Migas) harga
konstan 2000 pada tahun 2004, jika dilihat dari peringkat 5
(lima) terbesarnya, 4 (empat) provinsi di antaranya berada di
Pulau Jawa, yaitu: (i) DKI Jakarta, sebesar Rp 279,15
triliun; (ii) Jawa Timur, sebesar Rp 242,17 triliun; (iii) Jawa
Barat, sebesar Rp 232,18 triliun; dan (iv) Jawa Tengabh,
sebesar Rp 135,79 triliun. Sedang untuk peringkat kelima
berada di luar Pulau Jawa, yaitu: Provinsi Riau, sebesar Rp
104,66 trilun. Sedang untuk peringkat 5 (lima) terkecil
adalah: (i) Bangka Belitung, sebesar Rp 7,01 triliun; (ii)
Bengkulu, sebesar Rp 5,89 triliun; (iii) Maluku, sebesar Rp
3,10 triliun; (iv) Maluku Utara, sebesar Rp 2,13 triliun; dan



(v) Gorontalo, sebesar Rp 1,89 triliun. Sementara itu,
dengan memadukan antara nilai rerata dan laju pertumbuhan
dari Total PDRB di Indonesia, provinsi yang mempunyai
kategori Nilai Rerata Terhadap Nasional Dan Laju
Pertumbuhan Kategori Tinggi pada tahun 2004, adalah; (i)
Sumatera Utara; (ii) DKI Jakarta; (iii) Jawa Tengah; (iv)

Jawa Timur; dan (v) Banten.

2) Untuk PDRB Tanpa Migas harga konstan 2000 pada tahun
2004, jika dilihat dari peringkat 5 (lima) terbesarnya 4
(empat) provinsi di antaranya berada di Pulau Jawa, yaitu: (i)
DKI Jakarta, sebesar Rp 278,16 triliun; (ii) Jawa Timur,
sebesar Rp 241,56 triliun; (iii) Jawa Barat, sebesar Rp 213,75
triliun; dan (iv) Jawa Tengah, sebesar Rp 127,21 triliun.
Sedang untuk peringkat kelima berada di luar Pulau Jawa,
yaitu: Provinsi Sumatera Utara, sebesar Rp 82,68 trilun
(untuk Total PDRB diduduki oleh Provinsi Riau). Hal ini
menjadi pertanda bahwa peran sektor Migas di Provinsi Riau
sangat berpegaruh bagi perekonomian wilayah. Sementara
itu, untuk peringkat 5 (lima) terkecil adalah: (i) Bangka
Belitung, sebesar Rp 7,01 triliun; (ii) Bengkulu, sebesar Rp
5,89 triliun; (iii) Maluku, sebesar Rp 3,09 triliun; (iv)
Maluku Utara, sebesar Rp 2,13 triliun; dan (v) Gorontalo,
sebesar Rp 1,89 triliun. Di lain pihak, dengan memadukan
antara nilai rerata dan laju pertumbuhan dari PDRB Tanpa
Migas, provinsi yang mempunyai kategori Nilai Rerata
Terhadap Nasi-Onal Dan Laju Pertumbuhan Kategori Tinggi
pada tahun 2004, adalah Provinsi Riau.

Indikator gabungan yang menjadi ukuran untuk melihat prestasi

atau hasil-hasil pembangunan daerah berupa: (i) Indeks Pemba-

ngunan Manusia (IPM), dan (ii) Indeks Pembangunan Daerah

(IPD); jika dikaitkan dengan besaran yang ada pada masing-

masing daerah menjadi menarik. Beberapa yang dipandang

menarik tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Untuk IPM pada tahun 2005, jika dilihat dari peringkat 5
(lima) terbesarnya, yaitu: (i) DKI Jakarta, sebesar 75.80; (ii)
Sulawesi Utara, sebesar 73.40; (iii) DI Yogyakarta, sebesar
72.90; (iv) Riau, sebesar 72.20; dan (v) Kalimantan Timur,
sebesar 72.20. Sedang untuk peringkat 5 (lima) dengan nilai



IPM terkecil adalah: (i) Sulawesi Barat, sebesar 64.40; (ii)
Irian Jaya Barat, sebesar 63.70; (iii) Nusa Tenggara Timur,
sebesar 62.70; (iv) Papua, sebesar 60.90; dan (v) Nusa
Tenggara Barat, sebesar 60.60. Sementara dengan
memadukan antara nilai rerata dan laju pertumbuhan dari
IPM, provinsi yang mempunyai kategori Nilai Rerata
terhadap Nasional dan Laju Pertumbuhan Kategori Tinggi,
adalah: (i) Sumatera Barat; (ii) Riau; (iii) Jambi; (iv)
Sumatera Selatan; (v) Bengkulu; (vi) Bangka Belitung; dan

(vii) Jawa Barat.

2) Untuk IPD pada tahun 1998, jiika dilihat dari peringkat 5
(lima) terbesarnya, yaitu: (i) DKI Jakarta, sebesar 6.2800;
(i1) Bali, sebesar 5.7618; (iii) DI Yogyakarta, sebesar 5.5018;
(iv) Bengkulu, sebesar 4.7831; dan (v) Sulawesi Tenggara,
sebesar 4.7640. Sedang untuk peringkat 5 (lima) dengan nilai
IPD terkecil adalah: (i) Jambi, sebesar 4.1975; (ii) Maluku,
sebesar 4.1761; (iii) Jawa Barat, sebesar 4.1376; (iii) Nusa
Tenggara Timur, sebesar 4.1260, dan (v) Papua, sebesar
4.0951. Sementara dengan memadukan antara nilai rerata dan
laju pertumbuhan dari IPD, provinsi yang mempunyai
kategori Nilai Rerata terhadap Nasional dan Laju
Pertumbuhan Kategori Tinggi, adalah: (i) Sulawesi Utara; (ii)

Sulawesi Selatan; Dan (iii) Sulawesi Tenggara.

Saran dan Implementasi Kebijakan

Saran dan rekomendasi kebijakan yang dapat diberikan,

berdasar pada hasil pengkajian yang telah dilakukan adalah sebagai
berikut:

a.

Indikator yang bersifat non-ekonomi pada era-era sekarang ini,
apalagi untuk mengukur kemajuan suatu daerah sangat mendesak
untuk dikembangkan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Peme-
rintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penye-
lenggaraan Pemerintahan Daerah, yang dikeluarkan pada tanggal
4 Februari 2008, yang dalam bagian lampiran menyebutkan
mengenai Aspek, Fokus, dan Indikator Kinerja Kunci yang
digunakan untuk Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan
Otonomi Daerah. Secara umum ada 3 (tiga) aspek yang menjadi

pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di



Indonesia, yaitu: (i) Aspek Kesejahteraan Masyarakat, yang

terdiri dari: Indikator Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi,

Indikator Kesejahteraan Sosial, dan Indikator Seni Budaya dan

Olah Raga; (ii) Aspek Pelayanan Umum, yang terdiri dari

Indikator Pelayanan Dasar, dan Indikator Pelayanan Penunjang;

serta (iii) Aspek Daya Saing Daerah, yang terdiri dari:

Indikator Kemampuan Ekonomi Daerah, Indikator Fasilitas

Wilayah / Infrastrukur, Indikator Iklim Berinvestasi, dan Indika-

tor Sumber Daya Manusia.

Indikator hasil-hasil pembangunan daerah yang berupa PDRB,
baik total maupun tanpa migas, bila dilihat dari besaran nilianya
sebagian besar juga masih berada di Pulau Jawa. Kebijakan
untuk mengurangi ketimpangan dengan meredistribusi kegiatan
pembangunan di luar Pulau Jawa harus menjadi agenda
pemerintah pada masa-masa mendatang. Hal ini terkait dengan
masalah penduduk dan tingkat kepadatannya, yang disebagaian
besar di Pulau Jawa sudah melebihi ambang batas untuk ukuran
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang besarnya sekitar 10.000
penduduk / km2.

Jika dilihat besaran dari indikator pembangunan daerah yang
berupa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan (ii) Indeks
Pembangunan Daerah (IPD), menunjukkan bahwa peringkat
terkecil sebagian besar masih berada di Kawasan Timur
Indonesia (KTI). Oleh karenanya berbagai upaya dalam mening-
katkan mutu modal manusai dan juga mutu penyelenggaraan
pemerintahan harus merupakan bagian dari tantangan yang harus
dipikirkan dan diselesaikan oleh para pemimpin di masa-masa
mendatang baik di tingkat pemerintah pusat maupun di tingkat

pemerintah daerah.
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LAMPIRAN

Tabel 1. Perbandingan Karakteristik 3 (Tiga) Strategi
Pembangunan
L Strategi Pembangunan
Karakteristik Pertumbuhan Kebutuhan Dasar @ Berorientasi Manusia
€9) 2) (3) “
1. Fokus Industri Pelayanan Manusia
2. Nilai Berpusat pada In- Berkiblat pada Ma- ;| Berpusat pada Manu-

3. Indikator

4. Peranan Pemerintah
5. Sumber Utama

dustri
Ekonomi — Makro

Entrepreneur
Modal

nusia
Indikator Sosial

Service Provider

Kemampuan Admi-
nistratif dan
Anggaran

sia
Hubungan Manusia
dgn Sumber Daya
Enable / Facilitator
Kreatifitas dan Komit-
men

6. Kendala Konsentrasi dan Keterbatasan Ang- : Struktur dan Prosedur
Marginalisasi garan dan Inkom- yang tidak Mendu-
peten Aparat kung
Sumber: Moeljarto. (1995). Politik Pembangunan: Sebuah Analisis

Konsep, Arah dan Strategi, halaman 26 [Matriks 2.1].




Tabel 2.

Matrik Status

Perkembangan PDRB

[Non Migas dan

Migas] Harga Konstan 2000, Berdasarkan Provinsi di

Indonesia, Tahun 2004

Daya Tumbuh

Nilai thd Rerata Nasional Rendah,
Daya Tumbuh Tinggi

Nilai thd Rerata Nasional dan Daya
Tumbuh Tinggi

(03) Sumatera Barat; (05) Jambi; (07)
Bengkulu; (08) Lampung; (12) Jawa
Barat; (18) Nusa Tenggara Barat; (19)
Nusa Tenggara Timur; (25) Sulawesi
Tengah; (26) Sulawesi Selatan; (27)
Sulawesi Tenggara; dan (28) Goron-
talo.

(02) Sumatera Utara; (11) DKI
Jakarta; (13) Jawa Tengah; (15) Jawa
Timur; dan (16) Banten.

Nilai thd Rerata Nasional dan Daya
Tumbuh Rendah

Nilai thd Rerata Nasional Tinggi,
Daya Tumbuh Rendah

(01) Nanggroe Aceh Darussalam; (06)
Sumatera Selatan; (09) Bangka Beli-
tung; (14) DI Yogyakarta; (17) Bali;
(20) Kalimantan Barat; (21) Kaliman-
tan Tengah; (22) Kalimantan Selatan;
(24) Sulawesi Utara; (30) Maluku;
(31) Maluku Utara; dan (32) Papua.

(04) Riau; dan (23) Kalimantan Timur.

Sumber: Diolah dari

BPS.

X

(berapa terbitan).

Nilai thd Rerata Nas.

Pendapatan Nasional

Indonesia Tahun 2000-2003 dan Tahun 2001-2004 (Tabel 93,

Tabel 95 dan Tabel 97).




Tabel 3.

Matrik Status Perkembangan PDRB [Tanpa Migas] Harga

Konstan 2000, Berdasarkan Provinsi di Indonesia Tahun

2004

Daya Tumbuh

Nilai thd Rerata Nasional Rendah,
Daya Tumbuh Tinggi

Nilai thd Rerata Nasional dan Daya
Tumbuh Tinggi

(05) Jambi; (23) Kalimantan Timur;
(25) Sulawesi Tengah; (27) Sulawesi
Tenggara; dan (28) Gorontalo.

(04) Riau

Nilai thd Rerata Nasional dan Daya
Tumbuh Rendah

Nilai thd Rerata Nasional Tinggi,
Daya Tumbuh Rendah

(01) Nanggroe Aceh Darussalam; (03)
Sumatera Barat; (06) Sumatera Sela-
tan; (07) Bengkulu; (08) Lampung;
(09) Bangka Belitung; (14) DI
Yogyakarta; (17) Bali; (18) Nusa
Tenggara Barat; (19) Nusa Tenggara
Timur; (20) Kalimantan Barat; (21)
Kalimantan Tengah; (22) Kalimantan
Selatan; (24) Sulawesi Utara; (26)
Sulawesi Selatan; (30) Maluku; (31)
Maluku Utara; dan (32) Papua.

(02) Sumatera Utara; (11) DKI
Jakarta; (12) Jawa Barat; (13) Jawa
Tengah; (15) Jawa Timur; dan (16)
Banten.

X Nilai thd Rerata Nas.

Sumber: Diolah dari BPS. (berapa terbitan). Pendapatan Nasional
Indonesia Tahun 2000-2003 dan Tahun 2001-2004 (Tabel 98,
Tabel 100 dan Tabel 102).



Tabel 4.

Matrik Status

Perkembangan

Indeks Pembangunan

Manusia (IPM) Berdasarkan Provinsi di Indonesia Tahun

2005

Daya Tumbuh

Nilai thd Rerata Nasional Rendah,
Daya Tumbuh Tinggi

Nilai thd Rerata Nasional dan Daya
Tumbuh Tinggi

(18) Nusa Tenggara Barat; dan (25)
Sulawesi Tengah.

(03) Sumatera Barat; (04) Riau; (05)
Jambi; (06) Sumatera Selatan; (07)
Bengkulu; (09) Bangka Belitung; dan
(12) Jawa Barat.

Nilai thd Rerata Nasional dan Daya
Tumbuh Rendah

Nilai thd Rerata Nasional Tinggi,
Daya Tumbuh Rendah

(15) Jawa Timur; (16) Banten; (19)
Nusa Tenggara Timur; (20) Kaliman-
tan Barat; (22) Kalimantan Selatan;
(26) Sulawesi Selatan; (27) Sulawesi
Tenggara; (28) Gorontalo; (31) Malu-
ku Utara; dan (32) Papua.

(02) Sumatera Utara; (08) Lampung;
(11) DKI Jakarta; (13) Jawa Tengah;
(14) DI Yogyakarta; (17) Bali; (21)
Kalimantan Tengah; (23) Kalimantan
Timur; (24) Sulawesi Utara; dan (30)
Maluku.

Sumber:

Human Development
Democracy,

X

Nilai thd Rerata Nas.

- Diolah dari BPS, BAPPENAS dan UNDP (2004). National
Report
Financing Human Development in Indonesia.

2004: The Economics of

Jakarta: BPS, BAPPENAS dan UNDP.
- Diolah dari Kantor Menko Kesra. (2006). Konggres Nasional
Pembangunan Manusia Indonesia 2006.




Tabel 5.

Matrik Status

Perkembangan

Indeks Pembangunan

Daerah (IPD), Berdasarkan Provinsi di Indonesia Tahun

1998

Daya Tumbuh

Nilai thd Rerata Nasional Rendah,
Daya Tumbuh Tinggi

Nilai thd Rerata Nasional dan Daya
Tumbuh Tinggi

(01) Nanggroe Aceh Darussalam; (02)
Sumatera Utara; (06) Sumatera Sela-
tan; (08) Lampung; (11) DKI Jakarta;
(13) Jawa Tengah; (15) Jawa Timur;
(18) Nusa Tenggara Barat; (20)
Kalimantan Barat; (21) Kalimantan
Tengah; dan (25) Sulawesi Tengah.

(24) Sulawesi Utara; (26) Sulawesi
Selatan; dan (27) Sulawesi Tenggara.

Nilai thd Rerata Nasional dan Daya
Tumbuh Rendah

Nilai thd Rerata Nasional Tinggi,
Daya Tumbuh Rendah

(04) Riau; (05) Jambi; (12) Jawa
Barat; (19) Nusa Tenggara Timur;
(30) Maluku; dan (32) Papua.

(03) Sumatera Barat; (07) Bengkulu;
(14) DI Yogyakarta; (17) Bali; (22)
Kalimantan Selatan; dan (23) Kali-
mantan Timur.

Sumber:

X

Nilai thd Rerata Nas.

Diolah dari BAPPENAS. (2001) “Indeks Pembangunan Daerah

(Regional Development Index)”. Draft/Rancangan dalam bentuk
Ringkasan yang diterbitkan oleh Bappenas Jakarta, pada 29

Oktober (Tabel 1).




